
















A. Latar Belakang Masalah 
Roda pemerintahan terus bergulir dan silih berganti. Kebijakan baru dan 
perubahan sistem kerap muncul sebagai bentuk reformasi dari sistem sebelumnya. 
Dampak sistem demokrasi nampaknya perlahan sudah mulai terasakan. 
Kebebasan untuk menyatakan suatu pendapat serta keterbukaan antara pemerintah 
dan rakyat merupakan salah satu bentuk kemajuan sistem demokrasi di Indonesia. 
Dicetuskannya otonomi daerah dalam UU No.22/1999 di Indonesia, boleh 
dikatakan membawa sedikit keleluasaan bagi suatu daerah yang ketika itu merasa 
terkekang oleh sistem sentralistik. Meskipun tidak begitu sepenuhnya tetapi 
paling tidak salah satu manfaat positifnya adalah diberikannya kesempatan atau 
kewenangan bagi suatu pemerintah daerah untuk mengembangkan dan 
membangun daerahnya sesuai cita – cita dan keinginan daerah itu sendiri.  
Sebagaimana yang terjadi pada lingkup lokal seperti kabupaten 
Bojonegoro.  Dalam menjalankan mekanisme sistem otonomi daerah, terlebih di 
ueforia era reformasi saat ini pemerintah setempat selaku pembuat kebijakan, 
utamanya dalam tataran proses pembangunan dan pengelolaan daerah, diharapkan 
dapat mengambil langkah yang strategis dan pro terhadap rakyat. Situasi  seperti 
ini mungkin menjadi tantangan bagi pemerintah akan tetapi justru dengan 






berinovasi dalam merumuskan suatu kebijakan. Artinya, pemerintah mempunyai 
tanggung jawab lebih besar dalam menentukan arah kemajuan pembangunan 
Bojonegoro ke depan.  
Sikap keterbukaan dan diiringi komitmen kuat upaya pemerintah dalam 
menggali dan memaksimalkan segala potensi yang ada, perlahan saat ini aspek 
pembangunan daerah Bojonegoro mulai lebih terlihat, terlebih seiring dengan 
dimulainya eksploitasi minyak mentah, terutama di blok Cepu. Kabupaten ini 
menjadi sorotan banyak pihak dan di kenal salah satu daerah yang termasuk 
memiliki anugerah potensi Sumber Daya Alam (SDA) berupa lahan minyak 
mentah yang cukup luar biasa, oleh karenanya sesuatu yang sangat wajar apabila 
pemerintah dan masyarakat Bojonegoro lebih mendambakan hasil pengelolaan 
SDA ini yang nantinya dapat dijadikan bagian modal utama dalam rangka 
membangun daerahnya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik secara 
suprastruktur maupun infrastruktur, namun yang paling penting adalah dapat 
menciptakan stabilitas sosial ekonomi masyarakat. 
Persoalan pembangunan pada prinsipnya adalah menyangkut nasib 
kehidupan seluruh lapisan masyarakat, maka idealnya kebijakan yang telah 
ditetapkan perlu diketahui oleh publik agar tidak terjadi kesalahpahaman 
(miiscommunication) antara pihak yang memerintah dan diperintah. Partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan tidak bisa dikesampingkan sebab di tengah 
lapisan masyarakat yang heterogen terdapat sistem – sistem sosial yang condong 





pemerintahan. Khalayak pada dasarnya sama sekali tidak bersifat pasif, melainkan 
aktif, sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling 
berhubungan tetapi juga dapat saling dipengaruhi oleh komunikan atau khalayak.1
Perlu dipahami, bahwa esensi dari pada pembangunan merupakan suatu 
proses. Jadi selama proses itu berlangsung, maka akan terjadi interaksi yang 
melibatkan beberapa elemen – elemen sistem sosial yang dapat mempengaruhi 
bagaimana jalannya proses pembangunan tersebut. Agaknya, semua ini tidak 
lepas dari peran komunikasi. Sama halnya dengan esensi pembangunan. 
Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang 
lain untuk memberi tahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung 
secara lisan, maupun tak langsung melalui media.2
Dari sedikit pengertian mengenai komunikasi diatas dapat dipahami 
bahwa eksistensi komunikasi dalam menunjang proses pembangunan sangat 
dibutuhkan. Terutama dalam bidang penyampaian informasi atau sosialisasi 
kebijakan serta interaksi pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian 
diharapkan masyarakat dapat mengeluarkan segala ide maupun keluhan yang 
menyangkut permasalahan daerah. 
Sosialisasi kebijakan merupakan langkah bijak untuk menginformasikan 
suatu progam kepada masyarakat. Perumusan kebijakan dengan didasari ide – ide 
                                                 
1 Anwar arifin. Strategi Komunikasi.(Bandung : CV. Armico.1984), hal. 59 
2 Onong Uchjana Effendi,Dinamika Komunikasi,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.1993), 





kreatif, inovatif, dan kemudian dilanjutkan dengan cara sosialisasi yang tepat 
itulah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pada proses 
pembangunan. Informasi – informasi yang menyangkut suatu kebijakan terutama 
tentang konsep pembangunan sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi jika 
kebijakan tersebut bersifat baru. 
Setiap pembangunan pasti akan selalu menghadapi masalah, demikian 
juga dalam proses pembangunan daerah. Masalah secara umum dapat disebutkan 
sebagai suatu yang dapat menimbulkan kondisi negatif, sehingga terjadi 
ketidakpuasan. Dalam hubungan dengan pembangunan daerah, permasalahan bisa 
diketahui melalui keluhan – keluhan masyarakat. Di sini terdapat apa perbedaan 
antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada dalam masyarakat. Dengan kata 
lain, keluhan timbul sebagai pernyataan tidak terpenuhinya kepentingan seseorang 
atau suatu kelompok dalam masyarakat. Di mana partisipasi masyarakat dianggap 
suatu yang paling penting.   
Langkah pemerintah kabupaten Bojonegoro saat ini menjadi salah satu 
aktifitas yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Dimana pemerintah telah 
memberikan akses terciptanya komunikasi partisipatif bagi masyarakat untuk 
secara bersama menyelesaikan permasalahan – permasalahan terutama 
menyangkut hal pembangunan. Yaitu, dengan menggelar acara dialog interaktif 
antara pihak pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan setiap satu minggu 
sekali dengan disiarkan secara langsung oleh media massa khususnya melalui 





sangat dibutuhkan sebagai saluran guna membantu penyebaran arus pesan atau 
informasi yang akan tersebar di khalayak. Pada dasarnya banyak model – model 
komunikasi yang dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi atau sosialisasi 
namun tidak semua model komunikasi bisa berjalan secara efektif.  
Melihat peristiwa tersebut peneliti tangkap bahwa dialog tersebut 
merupakan salah satu gejala dan bentuk upaya pemerintah dalam menggunakan 
model komunikasi untuk mensosialisasikan kebijakan yang sekaligus melibatkan 
peran serta masyarakat untuk merumuskan konsep baru dalam konteks 
pembangunan yang akan diterapkan. Selain itu dalam komunikasi pembangunan 
yang di utamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat. 
Berangkat dari fenomena diatas yang mendasari peneliti ingin mengkaji 
lebih dalam dan rasanya cukup beralasan untuk mengetengahkan model 
komunikasi difusi inovasi serta teori yang sekiranya masih relevan guna 
mengetahui model komunikasi pembangunan kaitannya dengan upaya pemerintah 
kabupaten Bojonegoro dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat. 
B. Rumusan Masalah 
Dari ilustrasi atau latar belakang singkat yang di uraikan diatas, maka 
permasalahan yang urgen perlu dirumuskan adalah sebagai berikut :   
Bagaimana model komunikasi pembangunan dalam mensosialisasikan 







C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi 
pembangunan dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah kabupaten 
Bojonegoro kepada masyarakat. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis sebagai sarana untuk mengembangkan dan untuk 
menambah khazanah ilmu komunikasi khususnya dalam memahami tentang 
model komunikasi dalam konteks pembangunan.  
2. Manfaat praktis 
Secara praktis memberi sumbangan pengetahuan kepada segenap 
pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya model 
komunikasi dalam hal sosialisasi kebijakan pembangunan kepada masyarakat. 
E. Definisi Konsep 
Definisi konsep merupakan penjelasan singkat tentang sejumlah gejala 
dan fakta yang ada agar tidak terjadi salah pemahaman tentang konsep yang 
diajukan. Dalam hal ini konsep – konsep yang dipergunakan itu biasanya 
dipahami dan dimengerti oleh penyusun sendiri.  
Adapun beberapa definisi konsep yang perlu penulis jelaskan sebagai 








Istilah kata sosialisasi tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat 
luas. Pemakaian kata ini biasanya sering kita dengar terutama terkait dengan 
adanya suatu program dari suatu pihak atau lembaga (pemilik program) untuk 
disampaikan ke pelaksana program yang akan direalisasikan. Sosialisasi 
adalah pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran. Dengan 
kata lain, sosialisasi merupakan bentuk upaya menyebarluaskan informasi 
kepada khalayak atau masyarakat luas. Hal itu dimaksudkan agar khalayak 
dapat menerima dan memahami isi dari pada informasi tersebut. Pada sisi 
teknisnya, sosialisasi dapat dilakukan dengan beragam model atau cara agar 
sosialisasi tersebut berjalan sesuai harapan dan seefektif mungkin. 
2. Kebijakan  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kebijakan adalah 
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.3  Kebijakan 
dalam konteks hubungan pemerintahan dan masyarakat biasanya disebut 
dengan istilah kebijakan publik.  
Harrold Lasswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan 
publik hendaknya berisi tujuan, nilai – nilai, dan praktik – praktik sosial yang 
ada dalam masyarakat. Penjelasannya, bahwa pengambil kebijakan telah 
                                                 





memilih untuk menjalankan suatu kebijakan dikarenakan dalam kebijakan 
tersebut berisi nilai – nilai serta praktika sosial di masyarakat yang kemudian 
dipilih untuk dilaksanakan demi terwujudnya suatu tujuan.  
3. Pembangunan 
 Dalam pengertian sehari – hari yang sederhana, dapatlah disebut 
bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat 
untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun untuk suatu pembahasan 
yang berlatar belakang ilmiah, tentu harus diusahakan suatu pengertian yang 
kurang lebih menggambarkan apa yang dimaksud sebagai pembangunan, yang 
secara umum dapat diterima oleh mereka yang ikut membahasnya. 
Dalam tulisan – tulisan mengenai pembangunan, pengertian – 
pengertian berikut ini biasanya selalu dikaitkan dalam menyusun suatu 
definisi pembangunan yaitu : modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, 
westernisasi, pertumbuhan (growth), dan evolusi sosio – kultural. Sebagian 
besar dari istilah tersebut walaupun memang ada gunanya dalam menyusun 
pengertian mengenai pembangunan untuk keperluan yang berbeda – beda, tapi 
terasa kurang sesuai dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan sebagai 
pembangunan. Menurut Frey, pengertian pengertian pertumbuhan (growth) 
terasa terlalu luas, sedangkan industrialisasi, terlalu sempit. Begitu pun 
dengan istilah westernisasi, yang terasa bersifat pariokal (sempit 





istilah modernisasi dan pembangunan, yang menyebabkan kedua istilah itu 
seringkali dianggap merupakan sinonim satu dengan yang lainnya. 
 Rogers (1969, 1971) mengartikan pembangunan sebagai proses – 
proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan 
modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang 
paling sering, kalaupun pengertian kedua istilah tersebut dibedakan, maka 
pembangunan dimaksudkan yang terjadi di bidang ekonomi, atau lebih 
mencakup seluruh proses yang analog dan seiring dengan itu, dalam 
masyarakat secara keseluruhan. 
4. Model Komunikasi Pembangunan 
Model secara sederhana adalah “gambaran” yang dirancang untuk 
mewakili kenyataan.4 Sedangkan komunikasi dan pembangunan dua hal yang 
saling berkaitan. Yang dimaksud model adalah gambaran yang sederhana dari 
proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen 
komunikasi dengan komunikasi lainnya. Penyajian model ini dimaksudkan 
untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen 
dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi.5
 Komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh 
seseorang kepada khalayak guna mengubah sikap, pandangan atau 
                                                 
4 Khisma, Azizah, Model Komunikasi Pemerintah dan masyarakat pada Studi Kualitatif 
Aparat Pemerintah Kecamatan Pancu kabupaten Kediri, ( Skripsi, Fakultas dakwah IAIN Sunan 
Ampel, 2009 ), hal 40 





perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan batiniah, yang 
dalam keselarasannya dirasakan oleh seluruh rakyat. 6
Dalam arti luas komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi 
komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal – balik 
diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan terutama antara 
masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian 
pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedang dalam arti sempit, 
komunikasi pembangunan merupakan segala upaya cara, serta tehnik 
penyampaian gagasan, dan ketrampilan – ketrampilan pembangunan yang 
berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada 
masyarakat luas. Dengan demikian, dalam penelitian ini konsep dari model 
komunikasi pembangunan adalah gambaran mengenai  proses komunikasi 
dalam suatu kegiatan proses pembangunan agar dapat diketahui bahwa 
melalui model komunikasi bisa dilihat faktor – faktor yang terlibat dalam 
proses komunikasi pada sebuah kegiatan sosialisasi kebijakan pembangunan 
yang dilakukan pemerintahan kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat.  
F. Sistematika Pembahasan 
Dalam pemaparan skripsi ini dibagi menjadi lima bab pembahasan yang 
disusun secara sistematik. Adapun pokok pembahasan yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
                                                 
6 Onong Uchjana Effendy, Spektrum Komunikasi, (Bandung: CV. Mandar maju, 1992), hal, 





BAB I :PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II : KERANGKA TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang penjelasan istilah meliputi, kajian 
pustaka, penjelasan mengenai sosialisasi, kebijakan, model komunikasi, teori – 
teori yang sekiranya berkaitan, dan penelitian terdahulu yang relevan.  
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 
penelitian, jenis data, sumber data, tahap – tahap penelitian, teknik pengumpulan 
data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. 
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 
Dalam bab ini, peneliti membagi dalam dua subbab, Pertama, berisi 
tinjauan tentang penyajian data yang meliputi gambaran lokasi penelitian, 
gambaran umum  objek penelitian serta memaparkan fakta dan data penelitian. 
Kedua, berisi tinjauan analisis data yang memaparkan  hasil temuan berupa data. 
Dari hasil temuan tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 
yang kemudian di konfirmasikan dengan teori – teori yang relevan.  
BAB V : PENUTUP 
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 











A. Kajian Pustaka 
1. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan dan Tujuannya 
Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (progam, peraturan, 
kebijakan) dari satu pihak (pemilik progam) ke pihak lain (masyarakat 
umum) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat 
menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan 
perilaku masyarakat.7 Oleh sebab itu, sosialisasi harus terintregasi dalam 
aktifitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk 
memampukan masyarakat menanggulangi masalah – masalah secara 
mandiri dan berkesinambungan. 
Pada sisi aktifitas fisiknya, sosialisasi diharapkan menerapkan 
beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran, 
pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan 
masyarakat (sebagai subjek pelaksana progam) melalui pertukaran 
pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan 
kesepakatan – kesepakatan bersama yang berpijak pada kesetaraan, 
kesadaran kritis dan akal sehat. 
                                                 








Adapun tujuan sosialisasi secara umum adalah mengupayakan 
masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan ‘makna’ 
dari konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah, masyarakat luas 
mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan progam 
pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik, 
menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam 
siklus progam dari kebijakan pemerintah. Sedangkan secara khusus adalah 
agar terdapatnya komitmen dan kerjasama antara pemerintah kabupaten 
dengan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan memonitor-
mensupervisi secara bersama-sama, dapat merangsang minat kelompok 
strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik dalam 
kerjasama maupun membangun pengawasan berbasis masyarakat, dan 
menyebarluaskan hasil-hasil perkembangan proyek pembangunan kepada 
masyarakat luas. 
2. Kebijakan Pembangunan  
Kebijakan dalam konteks hubungan pemerintahan dan masyarakat 
biasa disebut dengan istilah kebijakan publik (public policy). Harold 
Lasswell adalah pakar pertama yang mencanangkan studi kebijakan publik 
sebagai bagian dari ilmu sosial, dengan menempatkannya sebagai studi 
yang menggunakan multi metode. Kebijakan Publik adalah sebuah 





ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan 
pembangunan.8
Pengertian kebijakan pembangunan dalam penelitian ini adalah suatu 
bentuk upaya pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam meramu konsep,  
mengambil sikap, atau tindakan berupa kebijakan yang juga melibatkan 
partisipasi masyarakat dan kemudian disosialisasikan dengan 
berorientasikan pembangunan baik secara suprastruktur maupun 
infrastruktur dalam mekanisme otonomi daerah dengan tujuan 
mensejerahterakan masyarakat.  
Kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat ataupun ide tentang 
partisipasi dan good govermance sesungguhnya telah dituangkan  dalam 
peraturan perundangan di Indonesia, tepatnya pada UU No 22 tahun 1999, 
BAB X pasal 92 ayat (1), yang mengatakan: Dalam penyelenggaraan 
pembangunan di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu 
mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. Dari sini sesungguhnya 
tidak ada alasan bagi para penyelenggara pemerintahan daerah untuk tidak 
memperhatikan betul partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.9
Pembangunan  partisipatif dalam kerangka otonomi daerah yang 
dimaksud di atas, secara lebih kongkret tertuang dalam Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas Nomor 050/744/SJ tertanggal 
24 Maret 2004 tentang pedoman penyelenggaraan koordinasi 
                                                 
8 Sita Trisnantasari, Definisi Kebijakan Publik dan Klasifikasinya. On Line (Diakses 09 
september 2009 






pembangunan partisipatif. Untuk itulah sebabnya pola pembangunan 
partisipatif diperlukan. Yakni guna mengangkat martabat masyarakat level 
terbawah, agar aspirasinya dapat tertampung secara sistematis dalam 
proses pembangunan daerah. 
3. Pengertian Model Komunikasi dan Tugas Pokok Komunikasi 
Pembangunan 
a. Pengertian model 
Menurut Littlejohn (1983 : 12) “ In a broad sense the term model 
can apply to any simbolic representations of a thing, process, or idea” 
(dalam pengertian luas pengertian model menunjukkan setiap 
representasi simbolis dari suatu benda, proses, atau gagasan/ide). Pada 
level konseptual model merepresentasikan ide – ide dan proses. Dengan 
demikian model bisa berbentuk gambar – gambar atau verbal. Biasanya 
model dipandang sebagai analogi dari beberapa fenomena. Perbedaan 
antara model dan komunikasi menurut Litlejohn dan Hawes (1966), 
adalah teori merupakan penjelasan (eksplanation). Sedangkan model 
hanya merupakan representasi dari suatu peristiwa komunikasi. Dengan 
demikian, model komunikasi dapat diartikan sebagai representasi dari 
suatu peristiwa komunikasi. Akan tetapi, model tidak berisikan 
penjelasan mengenai hubungan dan interaksi antara faktor – faktor atau 
unsur – unsur yang menjadi bagian dari model. Penjelasannya diberikan 





Komunikasi adalah proses dinamis yang melibatkan banyak unsur atau 
faktor. Kaitan antara faktor/unsur dengan unsur atau faktor lainnya 
dapat bersifat struktural atau fungsional. Dengan demikian model – 
model komunikasi juga memberikan gambaran pada kita tentang 
struktur dan hubungan fungsional dari unsur – unsur/faktor – faktor 
yang ada dalam sistem.  
Pengertian struktur merujuk pada tatanan kedudukan dan garis 
hubungan antara satu unsur/faktor dengan unsur/faktor lainnya dalam  
sebuah sistem. Pengertian fungsional menunjuk pada peran dan tugas 
dari setiap unsur/faktor dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, melalui 
sebuah model, kita akan dapat memahami secara mudah dan 
komprehensif mengenai struktur dan fungsi dari unsur – unsur atau 
faktor – faktor yang terlibat dalam proses komunikasi baik dalam 
konteks individual, di antara dua orang atau lebih, kelompok/organisasi 
ataupun dalam konteks komunikasi dengan masyarakat secara luas.  
b. Fungsi Model 
Menurut Deutsh (1966),  model dalam konteks ilmu pengetahuan 
sosial, mempunyai empat (4) fungsi. Pertama, mengorganisasikan. 
Artinya model mengorganisasikan sesuatu hal dengan cara 
mengurutkan serta mengaitkan satu bagian atau sistem dengan bagian 
sistem lainnya. Sehingga kita memperoleh gambaran yang menyeluruh, 
tidak sepotong – potong. Aspek lainnya dari fungsi yang pertama ini 





dalam kondisi – kondisi tertentu. Kedua, model membantu 
menjelaskan. Meskipun model pada dasarnya tidak berisikan 
penjelasan, namun model membantu kita dalam menjelaskan tentang 
suatu hal melalui penyajian informasi yang sederhana. Tanpa model, 
informasi tentang suatu hal akan tampak rumit atau tidak jelas. Ketiga, 
fungsi “ heuristic ”. Artinya melalui model, kita akan dapat mengetahui 
sesuatu hal secara keseluruhan. Karena, model membantu kita dengan 
memberikan gambaran tentang komponen – komponen pokok dari 
sebuah proses atau sistem. Keempat, fungsi prediksi. Melalui model, 
kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan dapat 
dicapai. Oleh karena itu, dalam dunia ilmiah model ini sangat penting, 
karena dapat dipergunakan sebagai dasar bagi para peneliti dalam 
merumuskan hipotesis, yakni pernyataan – pernyataan yang berisikan 
penjelasan mengenai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat 
antara satu faktor dengan faktor – faktor lainnya.       
Ada juga yang menggambarkan model sebagai cara untuk 
menunjukkan sebuah objek, di mana di dalamnya dijelaskan 
kompleksitas suatu proses, pemikiran, dan hubungan unsur – unsur yang 
mendukungnya. Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, 
menggambarkan atau mengkategorisasikan komponen – komponen 
yang relevan dari suatu proses. Sebuah model dapat dikatakan 
sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua aspek – aspek yang 





spesifikasi dan menunjukkan kaitan antara satu komponen dengan 
komponen lainnya dalam suatu proses, serta keberadaannya dapat 
ditunjukkan secara nyata.   
Secara garis besar model dapat dibedakan atas dua macam, yakni 
model operasional dan model fungsional. Model operasional 
menggambarkan proses dengan cara melakukan pengukuran dan 
proyeksi kemungkinan – kemungkinan operasional, baik terhadap 
luaran maupun faktor – faktor lain memengaruhi jalannya suatu proses. 
Sementara itu, model fungsional berusaha menspesifikasi hubungan – 
hubungan tertentu di antara berbagai unsur dari suatu proses serta 
menggeneralisasinya menjadi hubungan – hubungan baru. Model 
komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberi pengertian tentang 
komunikasi, dan juga untuk menspesifikasi bentuk – bentuk komunikasi 
yang ada dalam hubungan antar manusia. 10
c. Model – model Komunikasi  
1. Model Komunikasi Difusi Inovasi  
   
Pada model ini terdapat tiga perbedaan utama dalam suatu 
proses adopsi melalui sumber media komunikasi, yaitu berhubungan 
dengan antecedent, process, and conseques. Pertama, variabel antara 
(antecedent) sehubungan dengan variabel penerima dari karakteristik 
orang – orang tertentu yang memperoleh lebih banyak atau mungkin 
kurang menerima informasi yang diekspos tentang inovasi atau 
                                                 
10 Hafided Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 





memerlukan pengalaman yang berkaitan dengan penerimaan 
informasi baru tersebut secara hati – hati, memiliki karakteristik 
tertentu, norma – norma dan ada relevansinya dengan faktor – faktor 
social system variable. Proses, merupakan salah satu pembelajaran, 
perubahan sikap dan keputusan tertentu. Konsekuensi (consequeus) 
dari pengalaman peristiwa difusi inovasi yang utama pada akhirnya 
pernah dipergunakan (rejection). Jika adopsi di suatu tempat 
(daerah) tertentu diterima, tetapi ditolak di daerah lain lainnya dan 
hal ini merupakan konsekuensi, ini semua membutuhkan pemisahan 
dari fungsi – fungsi yang secara jelas dan harus dalam keadaan 
normal, yaitu mengenai urutan dari sumber komunikasi 
(communication resources), seperti terjadinya difusi inovasi 
(penyebaran gagasan baru) berkaitan dengan: knowledge 
(pengetahuan), dan dikenal dengan lima fase (Bholen 1977): fase 
pengenalan, informasi, evaluasi, percobaan, dan keputusan.11
Gambar 1.1 
Model Komunikasi Difusi Inovasi 
 Anteseden  Variabel Media  Efek Difusi 
 
• Variabel penerima • Terpaan media • Temporal  
• Dimensi • Penggunaan 
Media  
• Spasial 
 • Saluran 
Interpersonal 
• Struktural 
  • Fasal 
 
Sumber: Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan       
Komunikasi, Jakarta: (Rajagrafindo persada, 2003), hal 121 
                                                 
11 Rosady Ruslan. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. (Jakarta : PT. 







Model ini juga menyatakan bahwa agar seorang individu memakai 
suatu inovasi, pertama – tama harus menyadari adanya inovasi 
tersebut, kemudian tertarik untuk mengenalnya lebih lanjut, 
mengevaluasi relevansinya dengan kebutuhan pribadi, memutuskan 
untuk mencobanya sedikit, dan akhirnya dia akan memutuskan untuk 
memakai atau menolak inovasi tersebut.12   
2. Model Komunikasi Klasik Lasswell 
 
Salah satu model komunikasi yang tua tetapi masih digunakan 
orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang 
dikemukakan oleh Harrold Lasswell (Forsdale, 1981). Dia 
menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab 
dalam melihat proses komunikasi, yaitu who (siapa), says what 
(mengatakan apa), in which medium (melalui media apa), to whom 
(kepada siapa), dan dengan what effect (apa efeknya).13  
Gambar  1.2 
Model Komunikasi Klasik Lasswell 
 
 












Sumber : Ani, Muhammad, “Komunikasi Organisasi”, (Jakarta: Bumi   
Aksara, 1995), hal. 6 
 
Bila dilihat lebih lanjut maksud dari model Lasswell ini akan 
kelihatan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan who tersebut 
                                                 
12 Jalaluddin Rakhmad, Sosiologi Komunikasi Massa, (Bandung: CV. Remaja Karya, 
1988), hal. 121  






adalah menunjuk kepada siapa yang mengambil inisiatif untuk 
memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi dapat berupa 
seseorang dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi atau 
persatuan.  
Pertanyaan kedua adalah says what atau apa yang dikatakan, 
pertanyaan ini adalah yang berhubungan dengan isi komunikasi atau 
apa pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Umumnya 
kita menanyakan pertanyaan ini dalam pemikiran kita dalam 
berkomunikasi.  
Pertanyaan ketiga adalah to whom. Pertanyaan ini maksudnya 
menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari 
komunikasi. Atau dengan kata lain kepada siapa komunikator 
berbicara atau kepada siapa pesan yang ia ingin disampaikan 
diberikan. Hal ini perlu diperhatikan karena penerima pesan ini, 
berbeda dalam banyak hal misalnya, pengalamannya, 
kebudayaannya, pengetahuannya, dan usianya. 
Pertanyaan keempat adalah in what channel atau melalui media 
apa. Yang dimaksud media adalah alat komunikasi, seperti berbicara, 
gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televisi, surat, buku, 
dan gambar. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak 
semua media cocok untuk maksud tertentu. 
Pertanyaan terakhir dari model ini adalah what effect atau apa 





komunikasi ini dapat menanyakan dua hal, yaitu apa yang ingin 
dicapai dari hasil komunikasi tersebut dan kedua, apa yang 
dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi.  
4. Tugas Pokok Komunikasi Pembangunan 
Dalam karyanya Schramm (1964) merumuskan tugas pokok 
dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional, 
yaitu : 
(1) Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang 
pembangunan, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan 
akan perubahan, kesempatan, dan cara mengadakan perubahan, 
sarana – sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi. 
(2) Memberikan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara 
aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar 
melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai 
perubahan, memberi kesempatan kepada pemimpin masyarakat 
untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan 
menciptakan arus informasi yang berjalan dari atas bawah ke atas. 
(3) Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang 
dewasa, hingga anak – anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga 
ketrampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.  
5. Peranan Media Massa dalam Komunikasi Pembangunan 
Media massa menurut Schramm secara sendirian atau bersama 





(1) Sebagai pemberi informasi. Tanpa media massa sangatlah sulit 
untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat waktu 
seperti negara atau daerah yang sedang membangun. 
(2) Pembuatan keputusan. Dalam hal ini media massa berperan sebagai 
penunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok – 
kelompok diskusi yang akan membuat keputusan, dan media massa 
menyampaikan bahan untuk didiskusikan serta memperjelas 
masalah yang sedang di perbincangkan. 
(3) Sebagai pendidik. Sebagian dapat dilaksanakan sendiri oleh media 
massa, sedang bagian lainnya dikombinasikan dengan komunikasi 
antar pribadi. 
Peran lain bagi media massa menurut Schramm, antara lain : 
(1) Meluaskan wawasan masyarakat 
(2) Memfokuskan perhatian masyarakat kepada pembangunan 
(3) Meningkatkan aspirasi 
(4) Membantu sikap dan praktek yang dianut 
(5) Memberi masukan untuk saluran komunikasi antar pribadi  
(6) Memberi status 
(7) Memperlebar dialog kebijakan 
(8) Menegakkan norma – norma sosial 
(9) Membantu membentuk selera 
(10) Mempengaruhi nilai – nilai yang kurang teguh dianut dan 





Gambaran pemikiran Schramm  mengenai komunikasi dalam pembangunan 
sebagai berikut : 
Gambar 1.3 










Sumber: Gumilar Gumgum, Peranan Komunikasi Dalam Pembangunan. 
(http://docs.google.com /Makalah/Peranankomunikasidalampembangunan.pdf), 
diakses 18, November, 2009. 
 
Hedebro (1979) mendaftar 12 peran yang dapat dilakukan 






















(1) Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dalam 
mempersuasif nilai – nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang 
menunjang modernisasi. 
(2) Komunikasi dapat mengajarkan ketrampilan - ketrampilan baru, 
mulai dari baca tulis ke pertanian, hingga ke keberhasilan 
lingkungan, hingga ke reparasi mobil. 






(4) Media massa dapat mengantarkan pengalaman – pengalaman yang 
seolah – olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis 
yang ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile. 
(5) Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan 
perangsang untuk bertindak nyata. 
(6) Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma – 
norma baru dan keharmonisan dari masa transisi. 
(7) Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk 
berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan di tengah 
kehidupan masyarakat. 
(8)  Komunikasi dapat merubah struktur kekuasaan pada masyarakat 
yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan 
kepada massa. Mereka yang memperoleh informasi, akan menjadi 
orang yang berarti, dan para pemimpin tradisional akan tertantang 
oleh kenyataan bahwa ada orang – orang lain yang juga 
mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi. 
(9) Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu 
yang mengatasi kesetiaan – kesetiaan lokal. 
(10) Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari 
pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat 





(11) Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi 
program – program pembangunan yang berkaitan dengan 
kebutuhan penduduk. 
(12) Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan 
politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri.  
B. Kajian Teoritik  
1. Teori Model Difusi Inovasi 
Teori ini dapat dikategorikan ke dalam pengertian peran 
komunikasi secara luas dalam merubah masyarakat melalui 
penyebarluasan ide – ide dan hal – hal yang baru. Menurut Rogers dan 
Shoemaker (1971). Teori ini biasanya juga banyak digunakan sebagai 
pendekatan dalam komunikasi pembangunan, terutama di daerah atau 
negara berkembang. Everett M. Rogers mendefinisikan difusi sebagai 
proses di mana suatu inovasi di komunikasikan melalui saluran tertentu 
dalam jangka waktu tertentu di antar para anggota suatu sistem sosial. 
Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan 
penyebaran pesan – pesan sebagai ide baru. Sedangkan komunikasi 
didefinisikan  sebagai proses di mana para pelakunya menciptakan 
informasi dan saling pertukaran informasi tersebut untuk mencapai 
pengertian bersama. 
Salah satu saluran komunikasi yang penting adalah media massa 
jadi model penelitian difusi adalah mengasumsikan bahwa media massa 





berlainan, mulai dari menimbulkan pengetahuan sampai mempengaruhi 
adopsi (penerimaan) atau terjadi rejection (penolakan) suatu inovasi. 
Secara operasionalisasi, model penelitian dengan menggunakan difusi 
inovasi (informasi) yang tersebar berupa informasi baru, berita, pesan – 
pesan, peristiwa dan gagasan baru disebarluaskan melalui berbagai media 
massa. Dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan penelitian difusi 
inovasi dan manfaat kemasyarakatan dalam kondisi sosial yang mengalami 
dinamika perubahan teknologi untuk menggantikan metode lama ke model 
penelitian baru.  
Menurut Rakhmat, sejauhmana media massa atau saluran 
interpersonal dapat mempengaruhi efek difusi yang ditentukan oleh 
variabel antara yang disebut anteseden, dan variabel penerima (receiver 
variable) yang meliputi data demografis serta variabel sosiopsikologis.  
Variabel efek difusi dapat berupa temporal, yakni menunjukkan 
pola adopsi gagasan baru dalam jangka waktu tertentu. Spasial, 
menunjukkan keteraturan tertentu dalam pola distribusi inovasi. 
Penyebaran inovasi, biasanya berasal dari pusat yang kemudian 
menyebarkan ke daerah – daerah sekitarnya dan daerah di luar yang 
berjauhan. Istilah struktural, dapat berbentuk dua tahap (two step) atau 
banyak  tahap (multi step), dan efek  fasal, yaitu  mengacu pada fase – fase 







a. Komponen – Komponen dan Proses Difusi Inovasi  
Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses penyebarserapan 
difusi inovasi terdapat 4 (empat) komponen pokok, yaitu: 
(1) Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh 
seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif 
menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide 
dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang 
itu. Konsep ’baru’ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama 
sekali. Sebab jika suatu inovasi telah diketahui oleh seseorang 
untuk jangka waktu tertentu (ia sadar akan hal tersebut), namun 
individu itu belum memutuskan sikap apakah menyukainya atau 
tidak, belum pula menyatakan menyatakan menerima atau 
menolaknya, maka baginya, hal itu tetap suatu inovasi. Jadi, 
kebaruan inovasi tercermin dari pengetahuan, sikap, ataupun 
putusan terhadap inovasi yang bersangkutan. Dengan begitu, bisa 
saja sesuatu yang disebut sebagai inovasi bagi suatu masyarakat, 
namun tidak lagi dirasakan sebagai hal yang baru oleh orang atau 
masyarakat yang lainnya. 
(2) Saluran komunikasi; ’alat’ untuk menyampaikan pesan-pesan 
inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran 
komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan 
diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika 





kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran 
komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media 
massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap 
atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi 
yang paling tepat adalah saluran interpersonal. 
(3) Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang 
mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau 
menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat 
berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu 
terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) 
keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam 
menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam 
sistem sosial. 
(4) Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan 
terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka 
mencapai tujuan bersama.   
Suatu inovasi biasanya terdiri dari dua komponen, yakni komponen 
ide dan komponen objek (aspek material atau produk fisik dari ide tadi). 
Setiap inovasi memiliki komponen ide, namun banyak juga yang tidak 
mempunyai rujukan fisik. Penerimaan terhadap suatu inovasi yang 
memiliki kedua komponen tersebut memerlukan adopsi yang berupa 
tindakan (action). Sedang untuk inovasi yang hanya mempunyai 





putusan simbolik. Lebih lanjut teori yang dikemukakan Rogers (1995) 
memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses 
pengambilan keputusan inovasi.  
Dalam pandangan masyarakat yang menjadi klien dalam 
penyebarserapan inovasi, ada lima atribut yang menandai setiap gagasan 
atau cara – cara baru yang dimaksud, yaitu : 
(1) Keuntungan – keuntungan relatif (relative advantage) ; yaitu apakah 
cara – cara atau gagasan baru ini memberikan keuntungan relatif bagi 
mereka yang kelak akan menerimanya. 
(2) Keserasian (compatibility) ; yaitu apakah inovasi yang hendak 
didifusikan itu serasi dengan nilai – nilai, sistem kepercayaan, gagasan 
yang terlebih dahulu diperkenalkan sebelumnya, kebutuhan, selera, 
adat – istiadat, dan sebagainya dari masyarakat yang bersangkutan. 
(3) Kerumitan (complexity) ; yakni apakah inovasi tersebut dirasakan 
rumit. Pada umumnya masyarakat tidak atau kurang berminat pada hal 
– hal yang rumit, sebab selain sukar untuk dipahami, juga cenderung 
dirasakan merupakan tambahan beban baru.  
(4) Dapat dicobakan (trialability) ; yaitu bahwa suatu inovasi akan lebih 
cepat diterima, bila dapat dicobakan dulu dalam ukuran kecil sebelum 
orang terlanjur menerimanya secara menyeluruh. Ini adalah cerminan 






(5) Dapat dilihat (observability) ; jika suatu inovasi dapat disaksikan 
dengan mata, dapat terlihat secara langsung hasilnya, maka orang akan 
lebih mudah untuk mempertimbangkan untuk menerimanya, 
ketimbang bila inovasi itu berupa sesuatu yang abstrak, yang hanya 
dapat diwujudkan dalam fikiran, atau hanya dapat dibayangkan. 
Masyarakat yang menghadapi suatu penyebarserapan inovasi, oleh 
Rogers dan Shoemaker (1971) dikelompokkan dalam golongan – 
golongan: 
(1) Inovator, yakni mereka yang memang sudah pada dasarnya 
menyenangi hal – hal baru, dan rajin melakukan percobaan. 
(2) Penerimaan dini, (early adoters), yaitu orang – orang yang 
berpengaruh, tempat  teman – teman sekelilingnya memperoleh 
informasi, dam merupakan orang – orang yang lebih maju dibanding 
orang sekitarnya. 
(3) Mayoritas dini (early majority), yaitu orang – orang yang menerima 
suatu inovasi selangkah lebih dahulu dari rata – rata kebanyakan orang 
– orang lainnya. 
(4) Matoritas belakangan (late majority, yakni orang – orang yang baru 
bersedia menerima suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua 
orang sekelilingnya sudah menerima. 
(5) Laggards, yaitu lapisan yang paling akhir dalam menerima suatu 






b. Tahapan Pengambilan Keputusan Inovasi 
Sementara itu tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi 
mencakup:  
1. Tahap Munculnya Pengetahuan (Knowledge) ketika seorang 
individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) diarahkan untuk 
memahami eksistensi dan keuntungan/manfaat dan bagaimana 
suatu inovasi berfungsi 
2. Tahap Persuasi (Persuasion) ketika seorang individu (atau unit 
pengambil keputusan lainnya) membentuk sikap baik atau tidak 
baik  
3. Tahap Keputusan (Decisions) muncul ketika seorang individu atau 
unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang 
mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi. 
4. Tahapan Implementasi (Implementation), ketika sorang individu 
atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan 
suatu inovasi. 
5. Tahapan Konfirmasi (Confirmation), ketika seorang individu atau 
unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap 
keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat 
sebelumnya. 
Berkaitan dengan proses difusi inovasi tersebut National Center for 





ada 4 (empat) dimensi pemanfaatan pengetahuan (knowledge utilization), 
yaitu 
1. Dimensi Sumber (SOURCE) diseminasi, yaitu insitusi, organisasi, atau 
individu yang bertanggunggung jawab dalam menciptakan 
pengetahuan dan produk baru. 
2. Dimensi Isi (CONTENT) yang di diseminasikan, yaitu pengetahuan 
dan produk baru dimaksud yang juga termasuk bahan dan informasi 
pendukung lainnya.  
3. Dimensi Media (MEDIUM) diseminasi, yaitu cara-cara bagaimana 
pengetahuan atau produk tersebut dikemas dan disalurkan.  
4. Dimensi Pengguna (USER), yaitu pengguna dari pengetahuan dan 
produk dimaksud.  
Teori tersebut antara lain juga menggambarkan tentang variabel 
yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari 
proses pengambilan keputusan inovasi. Variabel yang berpengaruh 
terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup (1) atribut inovasi 
(perceived atrribute of innovasion), (2) jenis keputusan inovasi (type of 
innovation decisions), (3) saluran komunikasi (communication channels), 
(4) kondisi sistem sosial (nature of social system), dan (5) peran agen 
perubahan (change agents).   
c. Agen Perubahan 
Dalam difusi inovasi, dijelaskan pula istilah dan peran agen 





evaluasi dan percobaan. Agen perubahan (change agents) adalah seorang 
profesional yang berusaha untuk memengaruhi keputusan adopsi dalam 
arah yang menurutnya dikehendaki. Sering kali, seorang agen perubahan 
menggunakan pemimpin opini lokal untuk membantu dalam menyebarkan 
inonasi atau mencegah adopsi apa yang tampaknya merupakan inovasi 
yang berbahaya. Agen perubahan biasanya mempunyai pendidikan dan 
status yang lebih tinggi daripada individu – individu yang dicoba untuk 
mereka pengaruhi.14     
2. Teori S – M – C – R  
S – M – C – R adalah singkatan dari istilah – istilah : S singkatan 
dari Source yang berarti sumber atau komunikator, M singkatan dari 
Message yang berarti pesan, C singkatan dari Channel yang berarti saluran 
atau media, sedangkan R singkatan dari Receiver yang berarti penerima 
atau komunikan. 
Komponen tersebut menurut Edward Sappir mengandung dua 
pengertian, yakni primer dan sekunder. Media sebagai sebagai saluran 
primer adalah lambang, misalnya bahasa, gambar atau warna, yaitu 
lambang – lambang yang dipergunakan khusus dalam komunikasi tatap 
muka (face to face communication), sedangkan media sekunder adalah 
media yang berwujud, baik media massa, misalnya surat kabar, televisi 
atau radio, maupun media nirmassa, misalnya, surat, telepon, atau poster.15
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3. Teori Hubungan Sosial 
Teori yang diketengahkan oleh Melvin DeFleur ini menunjukkan 
bahwa hubungan sosial secara informal berperan penting dalam mengubah 
perilaku seseorang ketika diterpa pesan komunikasi massa. Suatu 
penelitian menemukan adanya semacam kegiatan informasi melaui dua 
tahapan dasar. Pertama, informasi bergerak dari media kepada orang – 
orang yang secara relatif banyak pengetahuannya (well informed); kedua, 
informasi bergerak dari orang – orang itu melalui saluran antarpribadi 
(interpersonal channel) mereka yang kurang diterpa media dan banyak 
bergantung kepada orang lain mengenai suatu informasi. Situasi 
komunikasi seperti ini dikenal sebagai arus komunikasi dua tahap (two 
step flow of communication).  
Orang yang sering terlibat dalam komunikasi dengan media massa 
itu disebut pemuka pendapat sebagai terjemahan  dari opinion leader. 
Mereka tidak hanya meneruskan informasi, tetapi juga menginterpretasi 
terhadap pesan komunikasi yang mereka terima. Sejenis pengaruh pribadi 
(personal influnce) ini segera diakui sebagai mekanisme antara yang 
penting, yang beroperasi antara pesan komunikasi massa dengan 
tanggapan (perilaku) terhadap pesan itu. Jika suatu gagasan baru datang 





merupakan hal yang penting tetapi kritis dalam menentukan 
berlangsungnya adopsi. 16
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Begitu luasnya lingkup bidang ilmu komunikasi, maka tidak heran jika 
tidak sedikit penelitian – penelitian yang mengangkat atau mengkaji model - 
model komunikasi dengan berbagai aspek dan obyek. Sebagai rujukan dari 
penelusuran yang terkait tema yang diteliti, peneliti berusaha untuk mencari 
referensi hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu, sehingga dapat 
membantu peneliti dalam mengkaji tema yang diangkat dalam penelitian ini. 
Dari penelusuran tersebut peneliti mendapatkan temuan hasil penelitian 
terdahulu. Yaitu, skripsi yang ditulis oleh Khisna Azizah, Fakultas Dakwah, 
jurusan Ilmu Komunikasi, 2009 dengan judul   “Model Komunikasi 
Pemerintah dan Masyarakat (Studi Kualitatif Aparat Pemerintah Kecamatan 
Pancu, Kabupaten Kediri). Walaupun ada persamaan di term model 
komunikasi pemerintah dan masyarakat, namun berbeda objek kajian 
penelitiannya. Penelitian tersebut lebih fokus pada model komunikasi 
kaitannya hubungan atau relasi antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan 
objek dalam penelitian ini adalah lebih fokus pada  model komunikasi 
pembangunan terkait  dengan sosialisasi kebijakan pembangunan yang 
dilakukan pemerintah kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat. 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam pembahasan metode 
penelitian, kiranya peneliti tuliskan hal-hal yang harus dimengerti terlebih 
dahulu dari setiap pengertian yang terkandung di dalam metode penelitian. 
Penelitian adalah langkah-langkah sistematis dan logis tentang 
pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, 
dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. 
Dalam setiap penelitian, metode berfungsi sebagai pedoman dalam 
melaksanakan penelitian yang akan dilakukan yakni sebagai acuan dasar. 
Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif. Secara global penelitian kualitatif  bertitik tolak pada paradigma 
fenomenologis, dalam hal ini kerangka logisnya adalah obyektifitas yang di 
bangun atas dasar rumusan keadaan situasi yang diamati. Sehingga penelitian 
kualitatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan secara 
mendalam karena memahami makna ataupun proses subyek penelitian yang 
diangkat dengan asumsi dasar bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif 
lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis 
terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 
menggunakan logika ilmiah. 
Sedangkan menurut Bodgan dan Tailor sebagaimana dikutip oleh 







menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang atau perilaku yang diamati melalui sebuah pendekatan yang 
diarahkan pada latar belakang individu secara holistik atau utuh.17
Sedangkan untuk jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti 
adalah deskriptif yaitu sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk 
menjelaskan subyek penilaian secara rinci sehingga bisa didapatkan data yang 
benar-benar lengkap untuk keberhasilan penelitian. Teknik deskriptif sendiri 
adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang lengkap. 
Menurut Suharsini Arikunto bahwa pada umumnya penelitian 
deskriptif merupakan hipotesis.18 Sehubungan dengan penelitian deskriptif 
tersebut, ia juga menyatakan bahwa pada penelitian deskriptif juga dapat 
bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status 
fenomena. 
Dengan demikian, penggunaan pendekatan dan jenis penelitian 
deskriptif  kualitatif, peneliti harapkan dapat memberikan interpretasi yang 
valid tentang fenomena yang terjadi di lapangan, dalam hal ini bagaimana 
model komunikasi pembangunan dalam kaitannya dengan sosialisasi 
kebijakan pembangunan pemerintahan kabupaten Bojonegoro kepada 
masyarakat. 
Adapun alasan digunakannya jenis pendekatan penelitian tersebut 
adalah atas dasar pertimbangan sebagai berikut : 
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1. Karena metode jenis deskriptif kualitatif yang mana jenis data tersebut 
sangat sesuai dengan judul yang diangkat peneliti yakni sosialisasi 
kebijakan pembangunan pemerintahan kabupaten Bojonegoro kepada 
masyarakat  karena dalam penelitian ini akan diusahakan penggambaran 
mengenai fenomena langsung di lapangan atau semua keadaan yang 
bersifat fakta. 
2. Karena penelitian kualitatif mengungkap segala hal yang ada dalam 
bentuk model komunikasi pembangunan dalam sosialisasi kebijakan 
pembangunan pemerintahan kabupaten Bojonegoro, maka peneliti harus 
menggali data dengan observasi langsung ke lapangan. 
3. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi berupa deskripsi 
model komunikasi pembangunan yang berlangsung antara pihak 
pemerintah dengan masyarakat. Khususnya komunikasi yang dikemas 
dalam bentuk dialog interaktif dan dilaksanakan hampir setiap satu 
minggu sekali. Dialog tersebut disiarkan secara langsung dengan jasa dan 
peran media massa, yaitu radio. Dengan demikian isi dari dialog tersebut, 
terutama yang berkenaan dengan bidang pembangunan dapat 












B. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 
Jika kita bicara tentang subyek penelitian, sebetulnya berbicara tentang unit 
analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.19
Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak 
eksekutif jajaran pemerintahan kabupaten Bojonegoro, pihak – pihak yang 
terkait, instansi – instansi yang berperan, khususnya dalam bidang 
komunikasi dan pembangunan. Dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten setempat. Lokasi Penelitian di lingkungan 
pemerintahan kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Hal yang difokuskan 
untuk penelitian ini adalah pada model komunikasi pembangunan terkait 
dengan sosialisasi kebijakan pemerintah kabupaten Bojonegoro kepada 
masyarakat melalui dialog publik yang diselenggarakan di kabupaten 
Bojonegoro.  
C. Jenis dan Sumber Data 
Data merupakan salah satu komponen penelitian, artinya tanpa data 
tidak akan ada penelitian. Data dalam  penelitian harus valid atau benar 
karena jika tidak valid maka akan menghasilkan informasi dan kesimpulan 
yang keliru atau salah.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 
macam  jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian diantaranya : 
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1. Data Primer 
Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang secara khusus di 
kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam 
penelitian.20 Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan 
jajaran pihak eksekutif pemerintahan kabupaten Bojonegoro. Tujuanya 
untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang 
berkenaan dengan bagaimana model komunikasi yang digunakan dalam 
mensosialisasikan kebijakan pembangunan kepada masyarakat yang 
dikemas dalam dialog publik. 
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti. 
Melainkan data yang berupa studi kepustakaan, yaitu dengan jalan 
mempelajari majalah, koran, artikel atau jurnal yang dimiliki jajaran 
eksekutif pemerintah, serta literature yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Misalnya, meliputi data tentang jumlah penduduk 
Bojonegoro, struktur kepemerintahan, pembagian tugas tugas-tugas 
pokok dalam jajaran atau instansi kabupaten, serta kondisi geografis 
kabupaten Bojonegoro. 
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3. Sumber Data 
 Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat 
diperoleh. Sumber data ada dua macam yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Yang termasuk sumber data primer disini adalah 
sumber data yang diperoleh dari lapangan yang langsung berkaitan 
dengan objek peneliti meliputi : 
1. Informan, adalah orang yang memberikan informasi, orang yang benar-
benar tahu dan terlibat dalam subjek penelitian tersebut, yaitu seseorang 
yang dapat membantu peneliti dengan cepat mendapatkan informasi atau 
biasa disebut Key member yang memegang kunci utama sumber data di 
dalam penelitian ini. Peneliti memutuskan siapa orang yang dapat 
memberian informasi yang relevan yang dapat membantu menjawab 
pertanyaan penelitian.  
Tabel 1.4  
Daftar informan dari jajaran eksekutif pemerintah Bojonegoro 
 
No. Nama  Pekerjaan Jabatan   












3. Mas Helmy  PNS Sekpri Wabup 












2. Catatan lapangan, yaitu catatan – catatan hasil dari pengamatan dan peran 
serta penelitian berupa situasi proses dan perilaku, terutama yang berkaitan 
dengan perilaku komunikasi untuk dilakukan dengan pengamatan. 
Kemudian hasilnya dibuat suatu catatan yang disebut sebagai catatan 
lapangan. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari bahan bacaan 
yang berupa dokumen - dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian 
untuk melengkapi data primer.21 
3. Dokumenter, atau bisa disebut dokumen atau arsip, merupakan bahan 
tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas 
tertentu. Data ini diperoleh melalui berbagai macam sumber, seperti 
internet, buku jurnal, surat kabar, maupun majalah-majalah yang berkaitan 
dengan tema yang peneliti kaji bisa juga merupakan rekaman atau 
dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat, rekaman gambar 
benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.22 
D. Tahap – Tahap Penelitian 
Langkah – langkah yang dilakukan sebelum pengambilan data 
yaitu dengan prosedur : 
1. Tahap Pra Lapangan 
Tahap pra lapangan merupakan tahap perjalanan penelitian 
lapangan. Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh peneliti : 
a. Menyusun Rancangan Penelitian 
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Pada tahap ini peneliti membuat usulan penelitian atau proposal 
yang sebelumnya didiskusikan dengan dosen pembimbing. Proposal 
penelitian terdiri dari latar belakang masalah, alasan pelaksanaan 
penelitian, rumusan dan fokus masalah, pemilihan lapangan penelitian, 
rancangan pengumpulan data, dan rancangan pengecekan keabsahan 
data. 
b. Memilih Lapangan Penelitian 
Dalam hal ini peneliti memilih tentang model komunikasi 
pembangunan dalam mensosialisasikan kebijakan pembangunan 
pemerintah kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat. Lokasi yang 
dipilih di lingkungan kabupaten Bojonegoro. 
c. Mengurus Perizinan 
 Dalam hal ini peneliti mengajukan permohonan penelitian kepada 
dekan Fakultas Dakwah dan diberikan kepada pihak Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpollinmas) 
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur serta Pemerintahan setempat. 
d. Menentukan Informan  
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.23 Informan harus 
paham dan berpengalaman tentang latar penelitian dan harus mampu 
bekerja sama dengan peneliti dalam hal memberikan informasi. Disini 
peneliti menggunakan purposive sampling dalam menetukan siapa 
                                                 








informan yang hendak diwawancarai. Untuk menemukan informan 
yang potensial dan bersedia di wawancarai salah satu caranya adalah 
dengan menemukan seseorang atau informan terlebih dahulu. 
Kemudian memintanya untuk menceritakan orang yang mereka kenal. 
Seterusnya sampai menemukan banyak informan. Cara ini disebut 
dengan istilah bola salju (snowball sampling).24  
2. Tahap Pekerjaan Lapangan 
Tahap ini mempersoalkan segala macam pekerjaan lapangan antara 
lain: 
a. Persiapan Diri  
Adapun yang dilakukan peneliti disini yaitu mempersiapkan diri 
untuk melakukan penelitian, terutama dalam hal wawancara. Pada tahap 
ini harus mempersiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu agar 
peneliti mempunyai gambaran  redaksi kata – kata yang akan diajukan. 
b. Memasuki Lapangan 
Pada tahap ini peneliti mulai memasuki lapangan yaitu melakukan 
wawancara kepada informan dan narasumber dari pihak – pihak 
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3. Tahap Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian 
dasar. Pada tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu 
wawancara, pengamatan lapangan, dokumen dan data lain yang 
mendukung, dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisa dengan 
metode induktif.  
4. Tahap Penulisan Laporan 
Tahap dimana peneliti menuangkan hasil dari penelitian ke dalam 
suatu laporan. Tahap ini adalah tahap akhir dari seluruh prosedur 
penelitian, dan disini peneliti dituntut kekreatifanya dalam menulis. 
Tentunya penulisan laporan sesuai dengan prosedur penelitian, karena 
penulisan yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula 
terhadap penelitian. Adapun penulisanya Mulai dari tahap pertama yaitu 
perumusan masalah sampai tahap akhir yaitu analisa data yang 
ditunjang dengan keabsahan data yang ditulis dalam penulisan yang 
berbentuk skripsi. Dalam penulisan laporan ini ditunjang sistematika 
pembahasan.25
E. Tekhnik Pengumpulan Data 
1. Wawancara mendalam merupakan pertemuan dua orang yang bertukar 
informasi, ide melalui tanya jawab.26 Sebelum melakukan wawancara 
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peneliti meminta izin dengan cara menunjukkan surat jalan. Dalam 
wawancara peneliti berusaha memperoleh informasi mengenai bagaimana 
model komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan 
pembangunan pemerintahan kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat. 
2. Observasi, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari pengamatan di 
lapangan yang kemudian dibentuk menjadi suatu catatan-catatan. 
Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara langsung 
proses komunikasi atau dialog interaktif yang terjadi di lingkungan 
pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan mencatat apa saja yang 
sekiranya dibutuhkan untuk penelitian ini. Dengan melakukan observasi 
peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh dengan data yang 
lainnya (data hasil wawancara). 
3. Dokumentasi, proses melihat kembali data-data dari dokumentasi berupa 
segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan penelitian yang 
dimaksud dalam bentuk tertulis atau mencari data. Mengenai hal-hal yang 
berupa catataan kegiatan dari jajaran eksekutif pemerintahan, artikel 
tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, jurnal tentang 
tugas pokok dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya, arsip tentang profil 
kabupaten yang menjadi data untuk mengetahui data geografis, monografis 
penduduk. 
F. Tekhnik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
dalam pola kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 







Berbeda dari analisis pada data studi kualitatif, yang dilakukan sesuai 
aktivitas pengumpulan data. Proses analisis data kualitatif berlangsung selama 
dan pasca pengumpulan data. Dalam hal ini menggunakan analisis induktif, 
yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain dan 
analisis taksonomik. Analisis domain merupakan proses analisis informasi 
yang sifatnya masih sangat umum dan menyeluruh terhadap apa yang 
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Analisis taksonomik 
merupakan analisa lebih lanjut yang perlu dilakukan setelah analisis domain 
tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terperinci 
tentang suatu permasalahan yang diteliti. Teknik ini dilakukan terhadap data 
yang diperoleh dari pengamatan berperanserta/wawancara atau pengamatan 
deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat dilihat di buku 
lampiran. Pengamatan deskriptif berarti mengadakan pengamatan secara 
menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar penelitian. 
Analisis ini didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain (struktur 
internal domain) dan pengumpulan hal-hal / elemen yang sama. Model yang 
digunakan dalam analisis ini, peneliti menggunakan tahapan model alir 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Miles dan Huberman bahwa 
pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data dan verifikasi data 










Adapun  proses-proses analisis data kualitatif terdapat tiga langkah 
yaitu: 
1. Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada  penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar 
yang diperoleh di lapangan studi. 
2. Penyajian data, yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang 
memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan 
adalah dalam bentuk teks naratif. 
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and 
verification). Dari permulaan pengumpulan data, periset kualitatif 
mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan.27 
Gambar 2.1 











Sumber: Mattew B, Miles dan A. Michael Huberman,  Analisis Data Kualitatif,  
Terj. Tjejep Rohendy Rohidi (Jakarta : UI, 1992) hal. 18 
 
 
                                                 








G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data 
1. Ketekunan Pengamatan 
Tehnik ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari, 
kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci sampai pada 
suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 
seluruh fakta yang ditelaah. Karena adanya ketekunan pengamatan, maka 
akan diperoleh kedalaman data yang sesuai dengan yang diteliti. 
2. Triangulasi  
Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, penulis 
melakukan triangulasi dengan menggunakan sumber metode. Hal ini 
dapat dicapai dengan cara yaitu, Membandingkan apa yang dikatakan 
orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 
membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling 
berkaitan, mengadakan perbincangan tentang sesuatu atau berbagai hal.28 
Teknik ini dapat dilakukan dengan dengan dua cara; Pertama, triangulasi 
dengan teori; melakukan konfirmasi dengan teori yang digunakan, baik 
yang mendukung maupun bertentangan. Kedua, triangulasi dengan 
sumber (informan); melakukan pengecekan, informasi pada informan 
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yang telah memberikan informasi agar data yang di dapat benar – benar 
valid.   
3. Perpanjangan Keikutsertaan 
Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen utama, 
sehingga keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam mengumpulkan 
data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dengan waktu singkat 
tetapi memerlukan keikutsertaan peneliti pada saat penelitian. Dengan 
melakukan perpanjangan waktu yang dibutuhkan diharapkan peneliti 
mengobservasi lebih fokus, detail, dan mendalam mengenai model 
komunikasi dalam sosialisasi kebijakan pembangunan pemerintahan 








PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
 
A.  Setting Penelitian 
 
1. Visi & Misi Kabupaten Bojonegoro 
 
a. VISI : 
 Kabupaten Bojonegoro yang mandiri, produktif yang berdaya saing 
kuat, sejahtera dan lestari.  
b. MISI : 
1. Pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah.  
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan.  
3. Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi tepat guna.  
4. Peningkatan taraf hidup masyarakat yang berlandaskan iman dan 
taqwa.  
5. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.30 
2. Kondisi Umum 
 
a. Luas wilayah 
Luas Wilayah kabupaten Bojonegoro : ± 230.70  
1. Tanah sawah; 75.100 Ha,  







2. Tanah kering; 56.817 Ha,  
3. Kawasan hutan 98.282 Ha,  
4. Perkebunan; 92 Ha,  
5. Lain – lain 415 Ha.  
b. Letak Geografis dan Topografis  
 Terletak pada posisi diantara 6o59’ dan 7o37’ Lintang Selatan serta 
diantara 112o25’ dan 112o09’ Bujur Timur. Secara topografis 
Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang aliran Sungai 
Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian 
Selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung 
Pandan, Kramat dan Gajah. 
c. Batas Wilayah Kabupaten Bojonegoro  
 Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tuban di utara, 
Kabupaten Lamongan di timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten 
Madiun, dan Kabupaten Ngawi di selatan, serta Kabupaten Blora (Jawa 
Tengah) di barat. Bagian barat Bojonegoro (perbatasan dengan Jawa 
Tengah) 
1) Sebelah Utara : Kabupaten Tuban 
2) Sebelah Selatan : Kabupaten Nganjuk 
3) Sebelah Barat : Kabupaten Blora 
4) Sebelah Timur      : Kabupaten Lamongan 
d. Wilayah Administratif  





2. Desa / Kelurahan         : 419 / 11 
3. Dusun               : 1.243 
4. RT / RW             : 7.653 / 2.020 
e. Jumlah Penduduk 
1. Laki-Laki         : 2.046 Jiwa 
2. Perempuan         : 2.129 Jiwa 
3. Jumlah total                : 4.175 jiwa 
4. KK                               : 373.793  
f. Struktur Organisasi 
1. Asisten Setda             : 3 
2. Staf Ahli             : 4 
3. Badan               : 7 
4. Dinas               : 16 
5. Inspektorat             : 1 
6. Setwan              : 1 
7. Kantor              : 2 
8. Salpol PP             : 1 
9. Bagian              : 11 
10. Kecamatan             : 27 
11. Kelurahan             : 11 
12. RSUD              : 3 
13. BUMD / PD             : 7  





1. Perkembangan jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
menurut latar belakang pendidikan tahun 2007 – 2008 
Tabel 1.1 
No. Uraian 2007 2008 
1 SD 273 299 
2 SLTP 306 346 
3 SLTA 2.485 2.700 
4 D1 163 287 
5 D2 1.606 1.862 
6 D3 602 619 
7 S1 5.064 5.649 
8 S2 402 448 
 Jumlah 10.901 12.260 
Sumber : BKD Kabupaten Bojonegoro 
2. Kondisi pegawai menurut pangkat/golongan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 – 2008. 
Tabel 1.2 
No. Golongan  2007 2008 
1 I/a 14 104 
2 I/b 13 12 
3 I/c 51 106 





5 II/a 592 1.283 
6 II/b 342 625 
7 II/c 480 501 
8 II/d 583 410 
9 III/a 923 1.172 
10 III/b 1.071 1.175 
11 III/c 1.006 820 
12 III/d 1.609 1.365 
13 IV/a 3.295 3.360 
14 IV/b 796 1.213 
15 IV/c 24 25 
16 IV/d 1 1 
17 IV/e - - 
Sumber : BKD Kabupaten Bojonegoro    
3. Kondisi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2007 – 2008 menurut Jabatan Struktural dan Fungsional 
    Tabel 1.3 
No. Jabatan  2007 2008 
 Struktural    
1 Eselon II 25 23 
2 Eselon III 150 142 








 Fungsional 2007 2008 
1 Guru 6.521 7.493 
2 Para Medis 






4 Penyuluh  245 251 
5 Pengawas  
TK/SD/SLB/PLS/SM 
140 138 
6 Penguji Kendaraan 
Bermotor (PKB) 
4 4 
Sumber : BKD Kabupaten Bojonegoro    
h. Pertumbuhan Ekonomi 
 Selama lima tahun terakhir ini, setelah beberapa tahun sebelumnya 
senantiasa terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi yang 
berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro 
menunjukkan adanya angka yang fluktuatif. Pada tahun 2003 mulai 
tumbuh menjadi 4,22 %, kemudian meningkat menjadi 3,94 % pada 
tahun 2004, kemudian meningkat menjadi 4,92 % pada tahun 2005, 
5,67 % pada tahun 2006 dan akhirnya menurun lagi (angka sangat 
sementara) menjadi 5,01 % pada tahun 2007. Sektor yang menjadi 
penyumbang paling dominan bagi perkonomian Kabupaten Bojonegoro 





sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan 
restoran, serta sektor jasa. 
i. Keuangan Daerah 
 Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli 
daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. 
Selama periode tahun 2003 – 2007, pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bojonegoro masih tetap 
bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat berupa dana 
perimbangan, dengan proporsi rata-rata mencapai 91,20 % dari APBD.  
Pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu memberikan 
kontribusi dalam pembiayaan rata-rata sebesar 7,44 % per tahun selama 
periode tahun anggaran 2003 – 2007. 
j. Investasi 
Potensi yang mendukung bagi investasi dunia usaha di Kabupaten 
Bojonegoro adalah komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan 
dan kehutanan. Disamping itu juga industri yang meliputi industri 
pengemasan, industri pengolahan dan industri pengolahan bahan galian 
golongan C.  
Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Bojonegoro 
sampai dengan tahun 2007 meliputi PMA sebanyak 1 unit usaha dengan 
nilai investasi sebesar Rp. 9.098.000.000 serta penyerapan tenaga kerja 
sebanyak 16 orang, Investasi PMDN sebanyak 1 unit usaha dengan nilai 





sebanyak 10.192 orang. Investasi non fasilitas sebanyak 1.038 unit 
usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 70.762.000.000 serta 
penyerapan tenaga kerja diperkirakan sebesar 6.023 orang. 
Minyak dan gas bumi : Blok Sukowati/Petro China; a. Potensi 
kandungan 35 MMBOE, b. Est. Produksi puncak : 25.000 barel/hari, c. 
Realisasi Prod/Litfing : 9.094.705 barel, d.  Alokasi Community 
Development Tahun 2007 ; Rp. 1.847.570.000,- Tahun 2008 ; Rp. 
2.473.566.000. Blok Cepu (MCL) Banyu Urip; a. Potensi kandungan : 
250 juta barel, b. Est. Produksi puncak : 160.000 – 170.000 barel/hari31.  
k. Prasarana dan Sarana Ekonomi 
1. Prasarana jalan Kabupaten di Bojonegoro adalah sepanjang 627 km 
yang meliputi : sepanjang 284 km atau 46 % dalam kondisi baik atau 
mantap, 218 km atau 35 % dalam kondisi sedang, dan 121 km atau 
19 % dalam kondisi rusak. Sedangkan prasarana jembatan sebanyak 
870 buah, dengan kondisi baik 682 buah atau 78 %, kondisi sedang 
165 buah atau 19 % dan kondisi rusak sebanyak 23 buah atau  3 %. 
2. Jaringan Listrik, Kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten 
Bojonegoro berasal dari PT PLN (Persero) dengan daya tampung 
243.643.500 Kwh yang dipergunakan untuk melayani 241.570 
pelanggan. 
                                                 
31 Buku Saku Bappeda” Kabupaten Bojonegoro dalam Data Makro”, Bappeda Kabupaten 






3. Sarana Pos dan Telekomunikasi, Sarana pelayanan pos dan 
telekomunikasi terdiri dari Kantor Pos dan Giro yang telah 
menjangkau 27 kecamatan, jaringan telepon sebanyak 18.241 SST 
dan telah menjangkau 27 kecamatan. 
4. Sarana Perdagangan, Sarana perdagangan berupa pasar daerah 
sebanyak 12 buah dengan jumlah pedagang sebanyak 3.083 
pedagang dan pasar desa potensial sebanyak 70 buah dengan 
perkiraan jumlah pedagang sebanyak 7.869 pedagang. 
5. Koperasi, Banyaknya koperasi di Kabupaten Bojonegoro adalah 255 
buah yang tersebar di hampir semua kecamatan, yang terdiri atas 
koperasi unit desa (KUD), koperasi serba usaha, koperasi simpan 
pinjam, koperasi kerajinan, koperasi jasa, koperasi pertanian dan 
lain-lain, dengan jumlah keanggotaan koperasi berjumlah 108.995 
orang dengan total aset senilai Rp. 218.532.119.000 , sedangkan 
modal koperasi terdiri atas modal sendiri senilai Rp. 78.929.236.     
6. Lembaga Keuangan, Lembaga perbankan yang ada terdiri atas Bank 
BNI, Bank Jatim (BPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank 
Mandiri, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Panin 
Tbk, Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN), Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan sejumlah 4 buah BPR. 
7. Sarana Jaringan Air Bersih, Pemenuhan kebutuhan air minum 





Minum dengan 8 buah kantor cabang yang terletak di 8 kecamatan 
dan dengan cakupan pelayanan untuk 8 kecamatan. Sambungan 
rumah yang telah dapat terpasang sebanyak 18.115 buah dengan 
tingkat pelayanan 8,98 % dari jumlah penduduk. 
l. Kondisi Sosial Budaya  
1. Kependudukan 
Penduduk Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2007 adalah 
sebanyak 1.260.953 jiwa, terdiri dari 627.090 jiwa laki-laki dan 
633.863 jiwa perempuan. Selama periode tahun 2003 – 2007, 
penduduk Kabupaten Bojonegoro bertambah sebanyak 47.341 jiwa, 
yaitu dari 1.196.496 jiwa pada tahun 2003 menjadi 1.260.953 jiwa 
pada tahun 2007, atau rata-rata per tahun meningkat sebesar 0,96 %. 
Penduduk yang datang selama 5 tahun sebanyak 9.420 jiwa. 
Pertumbuhan penduduk alami tahun 2003 – 2007 rata-rata sebesar 
1,12 % per tahun. 
2. Kesehatan 
a. Derajat Kesehatan 
Derajat kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari 
indikator-indikator pada antara lain : angka kematian bayi per 
1,000 kelahiran hidup (AKB), angka kematian ibu melahirkan per 
100.000 kelahiran hidup (AKI), rata-rata usia harapan hidup 





kesehatan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2003 
sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan. 
 
Usia harapan hidup dari 67,02 tahun menjadi 66,5 tahun. Angka 
kematian bayi (AKB) dari 6,8 per 1.000 kelahiran hidup 
meningkat menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan 
untuk angka kematian ibu melahirkan (AKI) meningkat dari 
62,78 per 100.000 kelahiran menjadi 105 per 100.000 kelahiran 
hidup. Balita dengan status gizi kurang menurun dari 16,73 % 
menjadi 14,22 %. 
b. Tenaga Kesehatan 
Banyaknya tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, 
bidan, apoteker/asisten apoteker dan tenaga kesehatan lainnya 
pada tahun 2007 mencapai sebanyak 1.275 orang. Adapun 
kualifikasi dari tenaga kesehatan tersebut sebagai berikut  : dokter 
spesialis 24 orang, dokter umum 113 orang, dokter gigi 25 orang, 
apoteker 40 orang, asisten apoteker 64 orang, sarjana kesehatan 
masyarakat 21 orang, perawat 511 orang, dan bidan 548 orang. 
c. Sarana dan Prasarana Kesehatan 
Penyediaan sarana kesehatan telah meluas secara merata di 
seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, yaitu rumah sakit 





4 buah, sehingga rasio penduduk terhadap RSU sebesar 1:157.619 
jiwa. Untuk Puskesmas ada sebanyak 35 buah dan Puskesmas 
Pembantu 68 buah, sehingga rasio penduduk terhadap Puskesmas 
1:36.027 jiwa, dan rasio Puskesmas terhadap desa sebesar  
1:12,28 atau setiap Puskesmas rata-rata melayani 12 desa.  
3. Kesejahteraan Sosial 
Pada tahun 2007, jumlah panti sosial yang ada di Kabupaten 
Bojonegoro adalah sebanyak 11 buah, yang terdiri dari sejumlah 14 
panti sosial asuhan anak, 1 panti sosial bina remaja. Potensi dan 
sumberdaya kesejahteraan sosial meliputi 251 orang PSM,  47 orang 
Wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (WPKS), 50 
orang Satgasos Penanggulangan Bencana Alam (PBA), 14 buah 
Orsos,  1.077 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, 4.828 Wanita 
Rawan Sosial, 35 Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
dan Karang Taruna sebanyak 430 buah. 
Rincian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di 
Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 adalah : anak terlantar 12.532 
anak, anak nakal 105 anak, anak jalanan 67 anak, anak cacat 3.066 
anak, wanita rawan sosial ekonomi 4.983 orang, lanjut usia terlantar 
6.924 orang, penyandang cacat 3.066 orang, penyandang cacat eks 
penyakit kronis sebanyak 585 orang, tuna susila 47 orang, 
gelandangan-pengemis sebanyak 74 orang, korban penyalahgunaan 





berumah tidak layak huni 17.568 orang, korban bencana alam, 
bencana sosial dan musibah lainnya 10.502 orang.   
4. Pendidikan 
Pada tahun 2007, hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan di 
Kabupaten Bojonegoro adalah angka partisipasi kasar untuk SD/MI 
mencapai 100,44 %, SMP/MTs 110,05 %  dan SMU/SMK/MA 
60,50 %. Angka partisipasi murni untuk SD mencapai 96,58 %, 
SMP/MTs 98,76 % dan SMU/SMK/MA mencapai 50,25 %. 
Angka ratio murid terhadap guru, pada tingkat SD/MI mencapai 
1:13, SMP/MTs 1:13, dan SMU/SMK/MA 1:16. Untuk angka ratio 
murid terhadap sekolah pada tingkat SD/MI mencapai 1:25, tingkat 
SMP/MTs mencapai 354, dan tingkat SMU/SMK/MA mencapai 
400. 
Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI 0,001 % dari 125.832 
siswa, SMP/MTs 0,10 % dari 70.752 siswa, dan SMU/SMK/MA 
0,08 % dari 35.520 siswa. 
Untuk melihat perkembangan hasil belajar dari jenjang SD/MI, 
SMP/MTs dan SMU/SMK/MA maka dapat dilihat dari data lulusan 
dan data angka rata-rata NEM siswa pada tahun 2007, yakni angka 
lulusan SD/MI 100  %, SMP/MTs 97,53 % dan SMU/SMK/MK 
98,60 %. Sedangkan angka NEM rata-rata SD/MI Negeri adalah 





serta SMK 29,33.  
     
5. Ketenagakerjaan 
a. Penduduk Usia Kerja 
Penduduk usia kerja umur 10 – 64 tahun selama 5 tahun terakhir 
ini meningkat rata-rata 3,79 % per tahun, yaitu dari 807.943 orang 
pada tahun 2003 menjadi 933.940 orang pada tahun 2007; 
b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami perubahan yang 
bervariasi, yaitu pada tahun 2003 sebesar 75,5 %, tahun 2004 
sebesar 70,9 %, tahun 2005 sebesar 70,9 %, tahun 2006 sebesar 
70,9 % dan tahun 2007 sebesar 70,9 %. Dengan demikian rata-
rata TPAK per tahun sebesar 71,9 % yang berarti bahwa dari 100 
orang usia kerja, yang termasuk angkatan kerja kurang lebih 72 
orang. 
c. Angka Beban Tanggungan 
Pada tahun 2007, banyaknya penduduk usia produktif di 
Kabupaten Bojonegoro (15 – 64 tahun) mencapai 933.940 jiwa, 
sedangkan banyaknya penduduk belum produktif (0 – 14 tahun) 
dan tidak produktif (65 tahun ke atas) mencapai 327.013 jiwa. 
Dengan demikian angka beban tanggungan (burden of 





2007 mencapai 1:2,86. Ini berarti bahwa tiap 100 orang penduduk 
Kabupaten Bojonegoro yang berusia produktif harus menanggung 
kurang lebih 286 orang usia belum dan tidak produktif. 
d. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 
Banyaknya penduduk Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di 
berbagai sektor pada tahun 2007 adalah sebanyak 508.733 orang. 
Sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja berturut-
turut adalah sektor pertanian 49,01 %, sektor perdagangan 16,97 
%, sektor jasa-jasa 11,51 % dan sektor industri 6,20  
6. Kesenian dan Kebudayaan 
  Organisasi kesenian yang ada di Kabupaten Bojonegoro 
pada tahun 2007 adalah sebanyak 392 kelompok, yang meliputi seni 
tradisional Islami 7 kelompok, seni tradisional konvensional 93 
kelompok, seni pertunjukan tradisional 184 kelompok, dan seni 
musik tradisional  sebanyak 108 kelompok. 
7. Agama 
  Komposisi penduduk menurut agama pada tahun 2007 
adalah sebagai berikut : agama Islam 1.217.312 jiwa (99,38 %), 
Katolik 3.160 jiwa (0,25 %), Kristen 3,809 jiwa (0,31 %), Hindu 148 
jiwa (0,01 %) dan Budha 402 jiwa (0,03 %).  
Sarana ibadah berupa masjid 1.239 buah, langgar/mushola 6.063 





terdapat pondok pesantren 163 buah dengan jumlah santri sekitar 
27.118 orang. Kerukunan kehidupan intern dan antar umat beragama 
di Kabupaten Bojonegoro dalam kondisi baik dan kondusif bagi 
pengembangan peran aktif umat beragama dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah. 
8. Politik, Hukum, Pemerintahan serta Keamanan dan Ketertiban 
1. Politik 
Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan 
dalam kegiatan pemilihan umum tahun 2004 yang diikuti oleh 24 
organisasi peserta pemilihan umum, dengan jumlah pemilih 
897.736 pemilih atau 99,70 % dari jumlah pemilih terdaftar 
sebanyak 900.460 pemilih.  
Kesadaran masyarakat dalam berpolitik juga ditunjukkan pada 
kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 
2008, yakni 99,70%. 
2. Hukum 
Pembangunan hukum yang telah dilakukan dan hasil yang 
telah dicapai di bidang hukum secara umum dapat dirasakan 
bahwa penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai 
kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi 
manusia  belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan optimal. 





Tata Usaha Negara sebanyak 2 kasus, penyusunan produk hukum 
daerah meliputi 10 buah Perda, 28 buah Peraturan Bupati, 1.126 
buah Keputusan Bupati dan 1 buah Instruksi Bupati. 
Pemasyarakatan produk-produk hukum dilakukan antara lain 
melalui penyuluhan hukum, sosialisasi produk hukum, 
peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan lain-lain. 
3. Pemerintahan 
a. Kelembagaan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 6,7,8 dan 9 Tahun 2008 mengenai kelembagaan, maka 
struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdiri 
dari 7 (tujuh) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 1 (satu) 
Inspektorat, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 2 (dua) Kantor, 1 
(satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 11 Bagian Sekretariat 
Daerah, 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, 11 (sebelas) 
Kelurahan dan 3 (tiga) RSUD. 
b. Aparatur 
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bojonegoro sampai 
dengan tahun 2007 adalah sebanyak 11.026 orang dengan latar 
belakang pendidikan bervariasi. Proporsi terbesar PNS 
berpendidikan Sarjana sebesar 46,02 %, diikuti yang 





D2 sebanyak 14,61 % 
4. Keamanan dan Ketertiban Umum 
Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat 
Kabupaten Bojonegoro memiliki karakteristik sosial budaya yang 
sangat kondusif bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban. 
Kentalnya nilai-nilai agama yang termanifestasikan dalam 
kehidupan sehari-hari memungkinkan masyarakat Kabupaten 
Bojonegoro untuk memiliki ketaatan hukum yang tinggi serta 
kesadaran akan hak asasi manusia. 
B. Penyajian Data 
 
 Selama pengumpulan data di kabupaten Bojonegoro  pada tanggal 17 
Desember 2009 – 09 Januari 2010, peneliti memperoleh data model 
komunikasi dalam sosialisasi kebijakan pembangunan oleh pemerintah 
kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat.  
1. Dialog Publik Sebagai Proses Komunikasi 
Dialog publik merupakan sarana komunikasi langsung antara 
pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat Bojonegoro sejak 
tanggal 14 Maret 2008 sesuai apa yang tertera dalam Surat Keputusan (SK) 
Bupati H. Suyoto nomor: 188/305/KEP/412.12/2008. Dialog tersebut 
digelar di Pendopo Malowopati Kabupaten Bojonegoro pada hari Jum’at 
jam 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Sebenarnya dialog publik 
merupakan implementasi visi dan misi Bapak Bupati H. Suyoto saat sedang 





tahun 2007 lalu.32 Sejauh ini dialog publik dipandang sebagai sarana 
sosialisasi dan proses komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan 
pemerintah. Dialog publik merupakan kegiatan rutinitas yang digelar oleh 
pemerintah kabupaten Bojonegoro guna membahas pembangunan yang 
sedang berproses. Dalam proses itu beberapa prioritas urgen kebijakan 
pembangunan Bojonegoro dilaksanakan secara bertahap. Sebagaimana 
seperti apa yang telah dikemukakan Bapak Fajar Yudhy Hartanto, Kepala 
Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Bojonegoro. 
 “…jadi begini mas…bahwa dalam menentukan kebijakan 
pembangunan, Bapak Bupati telah memprioritaskan perencanaan 
pembangunan, tahun 2008 – 2009 infrastruktur jalan, tahun 2010 
sektor pertanian (pengairan irigasi), tahun 2011 sektor pendidikan, 
dan tahun 2012 sektor kesehatan. Mengenai sosialisasinya mas 
lebih enaknya datang ke Dinas Kominfo…saja ”33  tegasnya.   
Perlu dipahami kembali bahwa pembangunan merupakan suatu proses, sama 
halnya dengan komunikasi itu sendiri. Hal ini sesuai dalam penjelasan yang 
telah dipaparkan peneliti dalam latar belakang diatas. 
2. Tujuan Penyelenggaraan Dialog Publik 
Dialog publik digelar bertujuan agar masyarakat lebih memahami 
kebijakan yang telah disosialisasikan pemerintah kabupaten Bojonegoro. 
Dalam teknisnya, pemerintah menggandeng Dinas Komunikasi dan 
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Informasi (Kominfo) setempat. Dalam hal ini, secara kelembagaan 
pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informasi bertindak sebagai fasilitator 
guna menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 
Penjelasan ini senada dengan pernyataan Ibu Yuyun, Kasi (kepala seksi) 
Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro bidang pengolahan dan 
analisis data. Dalam perbincangan dengan peneliti beliau bercerita mengenai 
maksud diadakannya dialog tersebut. 
“…ini sedikit cerita lho mas…selain untuk sosialisasi bahwa dialog 
tersebut digelar dengan alasan, belum adanya pemahaman 
masyarakat terkait kebijakan yang telah diupayakan pemerintah, 
salah penafsiran terhadap program – program pemerintah…dan 
sebagai bentuk antisipasi terhadap salah penafsiran terhadap 
program pemerintah…”34
Pada kesempatan itu pula, pemerintah juga menyampaikan suatu ide – ide 
baru yang merupakan bentuk tindak lanjut suatu kebijakan pemerintah yang 
berkenaan dengan pembangunan dari berbagai sektor, termasuk memberikan 
solusi bagi masyarakat yang sedang di landa permasalahan atau yang kurang 
puas dengan kondisi pembangunan di daerahnya.    
3. Saluran dan Peranan Media Massa  
Selain dialog publik yang dinilai lebih efektif sebagai wadah 
komunikasi, pemerintah juga menyediakan saluran lain agar masyarakat 
tetap senantiasa berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Masyarakat 
dapat menggunakan surat maupun melalui SMS (pesan pendek). 
                                                 





Keikutsertaan peneliti pada dialog publik berhasil mewawancarai Mas 
Helmi, sekretaris pribadi (Sekpri) Wakil Bupati, disela – sela acara dialog 
publik mengatakan bahwa “komunikasi pemerintah dengan masyarakat 
selain melalui dialog publik, juga bisa ditempuh lewat surat dan SMS, 
bahkan Bapak bupati sendiri yang menerima SMS”.35 Dengan demikian 
interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam koridor permasalahan 
pembangunan tidak hanya terpaku pada dialog publik tersebut.  
Mengingat masyarakat yang begitu luas, peran media massa tidak 
bisa dikesampingkan begitu saja. Nampaknya hal semacam ini sudah 
terantisipasi oleh pemerintah Bojonegoro. Melalui saluran radio, dibawah 
naungan pemerintah sendiri yaitu radio Malowopati FM (99.9 Mhz) 
senantiasa mengawal proses dialog publik mulai pertama kali di 
selenggarakannya dialog publik hingga saat ini. Selain  itu radio swasta 
Madani FM (102.05 Mhz) juga turut menyiarkan. Kedua saluran radio 
tersebut menyiarkan secara langsung proses dialog publik sehingga bagi 
masyarakat yang tidak hadir dapat mengikuti dari dialog interaktif dengan 
jarak jauh. Oleh karenanya kejelasan unsur – unsur atau faktor – faktor yang 
terlibat dalam proses komunikasi baik dalam konteks individual, di antara 
dua orang atau lebih, kelompok/organisasi ataupun dalam konteks 
komunikasi dengan masyarakat secara luas. hubungan sosial secara informal 
berperan penting dalam mengubah perilaku seseorang ketika diterpa pesan 
komunikasi massa. 
                                                 






4. Proses dan Model Komunikasi  
Sebelum memahami model komunikasi, terlebih juga harus 
memahami dulu bagaimana proses dalam suatu model komunikasi. Proses 
komunikasi adalah bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan 
kepada komunikan, apa yang disampaikan, melalui media apa, dan 
bagaimana dampaknya. Untuk proses komunikasi yang terjadi pada dialog 
publik sebagai bentuk penjelasan berikutnya, dalam proses pelaksanaannya 
dialog publik dilaksanakan satu minggu sekali pada hari jum’at selama 
kurang lebih dua jam antar jam 13.00 – 15.00. Untuk masyarakat yang 
menghadiri dialog tersebut sesuai data yang penulis dapatkan dalam 
berbentuk daftar hadir  ( tanggal 9 edisi Januari tahun II / 2009) sekitar 60 
orang. Teknisnya pada dialog tersebut, telah siap dan hadir oleh jajaran 
eksekutif pemerintah kabupaten Bojonegoro yang berkepentingan yaitu 
meliputi Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas atau  Satker (satuan kerja) 
yang telah ditentukan. Para stakeholders inilah yang nantinya atas nama 
Pemerintah Kabupaten berkomunikasi dengan masyarakat yang hadir pada 
dialog publik. Adapun model komunikasi pada dialog publik terkait 
sosialisasi kebijakan pembangunan kepada masyarakat meliputi : 
a. Model komunikasi satu tahap (One step flow model). Model ini 
menyatakan bahwa informasi mengalir langsung berpengaruh pada 
audiensnya tanpa membutuhkan perantara atau media massa langsung 
pada audiens. Sebagaimana yang terjadi pada dialog publik itu sendiri, 





menjelaskan program atau kebijakan yang telah ditempuh pemerintah 
terutama menyangkut kegiatan – kegiatan pembangunan.  
 
 
Gambar 3.1  
Model Komunikasi Satu Tahap (one step flow communication) 
 
dialog Peserta Dialog Publik Komunikator 
b. Model Komunikasi dua tahap (Two step flow model). Dalam model ini, 
informasi pada mulanya tersebar melalui media massa yang kemudian 
diterima oleh pemuka pendapat (peserta dialog publik), informasi 
tersebut kemudian disebarkan kepada masyarakat. Kehadiran media 
massa dalam kegiatan dialog publik yakni radio Malowopati FM dan 
Madani FM merupakan bentuk peran komunikasi (massa) yang berfungsi 
mengakomodir dan menyebarluaskan pesan – pesan yang terjadi dalam 
proses komunikasi dialogis antara pemerintah dan masyarakat. Pancaran 
dari kedua media massa tersebut inilah yang nanti dapat diakses oleh para 
pemuka pendapat dan untuk kemudian dapat disebarkan kepada 
masyarakat. 
Gambar 3.2  









c. Model Komunikasi banyak tahap (Multi step flow model). Model ini 
menunjukkan adanya banyak variasi dalam penyebaran informasi dari 
sumber kepada khalayak. Sebagai khalayak memperoleh informasi 
langsung dari media massa sebagai sumber, mungkin juga sebagai 
khalayak (penerima) mendapat informasi melalui berbagai tahap yang 
harus dilalui setelah disebarkan oleh sumber informasi. 
Gambar 3.3  
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Peserta Dialog Publik Komunikator 









C. Analisis Data 
 
 Data yang diperoleh di lapangan, sebagaimana telah dideskripsikan di 
atas, setelah dianalisis menghasilkan sebagai berikut;  





dilakukan setelah analisis domain tujuannya untuk mendapatkan informasi 
yang lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan yang diteliti 
(induktif). Analisis taksonomi didasarkan pada fokus terhadap domain dan 
pengumpulan data yang sama.  
Taksonomi : Model Komunikasi Pembangunan Dalam Sosialisasi Kebijakan 
Kepada Masyarakat. Taksonomi berikut menerangkan gambaran komunikasi 
pembangunan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya 
dengan sosialisasi kebijakan pembangunan. 
Komponen Komunikasi Pembangunan dalam Sosialisasi Kebijakan 
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1. Komponen Model Komunikasi Pembangunan Dalam Sosialisasi 
Kebijakan Pembangunan 
a. Pemerintah  
Pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam hal ini 
bertindak sebagai komunikator (penyampai pesan) tidak hanya 
bersikap instruktif, melainkan komunikatif. Dalam arti, baik dari 
pemerintah maupun masyarakat terjadi sebuah komunikasi dalam 
rangka mencapai kesepahaman bersama. Kejelasan program – 
program dalam bentuk kebijakan mengenai pembangunan 
dipaparkan kepada masyarakat, misalnya mulai menjelaskan dari 
tujuan, fungsi, dan solusinya. Interaksi Pemerintah dengan 
masyarakat menjadi sebuah konsekuensi hubungan timbal balik 
yang saling berperan serta dalam merumuskan terkait suatu 
kebijakan. 
b. Bentuk Kebijakan Pembangunan 
Pengertian bentuk kebijakan disini adalah sebuah pesan, 
kebijakan pembangunan dalam hal ini bukan semata – mata 
langsung mencakup prioritas pembangunan yang telah 
terencanakan, namun kebijakan pemerintah disini merupakan 
esensi dari pada kebijakan seluruhnya. Dimulai dari yang bersifat 
khusus, seperti mencari solusi menyelesaikan suatu permasalahan 





Kebijakan tersebut berfungsi sebagai jalan keluar di dalam 
menghadapi berbagai permasalahan pembangunan yang ada. 
Dengan demikian kebijakan pembangunan secara umum akan 
tercapai apabila pemerintah menyelesaikan dari ruang lingkup 
sederhana dulu, maka dengan begitu prioritas – prioritas 
pembangunan yang terencanakan mulai dari jangka pendek, 
menengah, dan panjang perlahan akan tercapai. Yakni, Tahun I 
(2009) : Revitalisasi infrastruktur sarana jalan; Tahun II (2010) : 
Revitalisasi infrastruktur pertanian; Tahun III (2011) : Revitalisasi 
pelayanan dasar pendidikan; Tahun IV (2012) : Revitalisasi 
pelayanan dasar kesehatan. 
c. Saluran atau media 
Dalam hal ini penggunaan saluran atau media 
menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, oleh karena itu, 
pemerintah telah menyediakan saluran komunikasi agar tetap dapat 
berkomunikasi dengan masyarakat seperti melalui surat, e-mail, 
maupun SMS. Untuk saluran ini biasanya dipergunakan sebagai 
respons dari masyarakat sebagai tindak lanjut karena adanya 
sebuah effect dari konsekuensi komunikasi pembangunan yang 
telah berlangsung. Sedangkan saluran radio biasanya dipergunakan 
sebagai media dalam mensosialisasikan  suatu kebijakan atau 





Dengan demikian diharapkan terpaan media massa dapat tersebar 
luas disegala penjuru daerah (Multi step flow model), terutama 
daerah – daerah kabupaten Bojonegoro yang senantiasa ingin 
mengikuti arus informasi terbaru mengenai perkembangan 
kabupatennya.  
d. Partisipasi Masyarakat 
Pengertian partisipasi masyarakat disini adalah sebagai 
komunikan. Seperti yang telah sedikit dikemukakan pada latar 
belakang di atas, bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu 
suatu pembangunan tidak dapat diremehkan. Selain itu dalam 
komunikasi pembangunan yang di utamakan adalah kegiatan 
mendidik dan memotivasi masyarakat. Eksistensi masyarakat perlu 
dilibatkan dalam ranah pembangunan daerah. Dalam arti, meskipun 
kapasitasnya hanya sebagai penerima program, namun hak – hak 
untuk mengemukakan pendapat sangat diperlukan. Dalam 
keikutsertaan peneliti pada dialog publik, menurut peneliti ada 
beberapa tingkat partisipasi ; 1). partisipasi tinggi; aktif, kreatif, 
diikuti dengan dialog, interaksi berlanjut, 2). partisipasi sedang; 
lebih sedikit intens, lebih sedikit kreatif, dan  menggunakan sedikit 
dialog, 3). partisipasi rendah; menyarankan sedikit dialog, tidak 
ada keterlibatan penuh, dan tidak ada kesepakatan perubahan. 





contohkan oleh Pak Tamyis, yang dikenal dengan keaktifannya 
dalam mengikuti dialog publik.  
e. Effect 
Effect merupakan hasil dari terjadinya suatu peristiwa 
komunikasi. Di dalam komunikasi effect juga salah satu bagian 
dari komponen – komponen dalam sebuah proses komunikasi 
setelah komunikator, pesan, saluran atau media, dan komunikan. 
Pada konteks sosialisasi kebijakan pembangunan, dalam hal ini 
komunikasi pembangunan yang terjadi antara pemerintah 
kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat, pemerintah setempat 
selaku komunikator berperan penting dalam memainkan suatu 
model komunikasi, terutama dalam menyampaikan sesuatu ke 
masyarakat, pemilihan media yang dilakukan oleh pemerintah saat 
ini telah menimbulkan effect beragam. Termasuk komunikasi yang 
dikemas melalui dialog publik, komunikasi semacam ini lebih 
effectif dalam mengetahui effect pada sebuah peristiwa 
komunikasi. Hal ini disebabkan karena komunikasi yang 
diterapkan merupakan komunikasi antar personal dan saling 
bertatap muka antara pemerintah dengan masyarakat (one step flow 
model). 
2. Temuan data : 





a. Komunikasi Langsung (Antar Pribadi) 
Seperti yang telah dipaparkan pada penyajian diatas, bahwa 
dialog publik merupakan proses komunikasi langsung antara 
pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat. 
Komunikasi langsung adalah komunikasi tanpa menggunakan 
media. Dalam hal ini komunikasi yang terjadi bersifat antar 
pribadi, pengertian komunikasi antar pribadi adalah proses 
pengiriman dan penerimaan pesan – pesan antara dua orang, 
atau diantara sekelompok kecil orang – orang, dengan beberapa 
efek dan beberapa umpan balik seketika.36 Dengan pengertian 
lain, komunikasi antar pribadi dapat terjadi antara dua orang 
dalam suatu pertemuan dan bersifat dialogis. Dialog adalah 
bentuk komunikasi yang menunjukkan adanya interaksi. Hal 
tersebut, sebagaimana seperti yang terjadi pada kegiatan dialog 
publik yang diselenggarakan pemerintah kabupaten Bojonegoro, 
dimana secara bergantian masyarakat diberikan kesempatan 
untuk berinteraksi langsung dengan pihak pemerintah setempat 
yang bersangkutan. Lebih jelasnya, setiap orang yang hadir atau 
peserta dialog publik memiliki hak untuk mengemukakan 
pendapat atau menanyakan mengenai kebijakan maupun 
permasalahan pembangunan yang terjadi di wilayah kabupaten 
                                                 
36 Onong Ucjhana Effendy, ”Ilmu Komunikasi dan Praktek”,(Bandung: PT. Remaja 






Bojonegoro. Melalui itu pula, komunikasi pembangunan yang 
terjadi pada dialog publik terbangun. Bentuk pesan yang 
sampaikan bisa berupa saran atau keluhan dari pihak masyarakat 
kepada pemerintah, untuk kemudian pihak pemerintah 
menanggapinya melalui dinas atau pihak yang berkaitan, 
khususnya. Tanggapan atau jawaban dari pihak terkait 
merupakan bentuk umpan balik secara langsung mengenai pesan 
yang dilontarkan oleh pengirim pesan.  
b. Komunikasi Kelompok 
Selain komunikasi antar pribadi model komunikasi pada 
dialog publik juga bersifat kelompok.  Dengan perkataan lain, 
dialog publik yang mempertemukan berbagai sistem lapisan 
masyarakat melibatkan komunikasi antara kelompok pemerintah 
dengan kelompok partisipasi masyarakat tertentu. Komunikasi 
kelompok berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang 
komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih 
dari dua orang. Namun ukuran bentuk komunikasi kelompok 
dalam dialog publik masih merupakan komunikasi kelompok 
kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang 
ditujukan kepada kognisi komunikan dan prosesnya berlangsung 
secara dialogis. Ciri dari komunikasi kelompok ini salah satunya 





Komunikan (penerima pesan) dapat menanggapi uraian 
komunikator, bisa bertanya jika tidak mengerti, dapat 
menyanggah apabila tidak setuju. Hal sedemikian rupa juga 
telah termanifestasi pada model komunikasi pembangunan yang 
terjadi pada dialog publik. Sebagaimana dengan salah satu 
alasan diselenggarakannya dialog publik itu sendiri, yaitu untuk 
menjelaskan kepada masyarakat terkait program atau kebijakan 
pembangunan yang dinilai kurang begitu dipahami oleh 
masyarakat. Oleh karenanya pada kesempatan itu kelompok 
pemerintah memiliki wadah komunikasi langsung untuk 
memaparkan program atau ide – ide baru, terutama mengenai 
kebijakan pembangunan kepada masyarakat. Pada kesempatan 
itu juga pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk 
menerima saran atau sesuatu hal yang dirasa perlu ditanyakan 
oleh kelompok masyarakat. Dengan demikian diharapkan 
kelompok masyarakat dapat memahaminya dengan akal logis. 
2. Saluran atau Media yang Digunakan (Komunikasi  
Tidak Langsung) 
Secara sederhana komunikasi tidak langsung adalah komunikasi 
yang bermedia. Baik berupa media massa maupun media yang 
digunakan sebagai alat berkomunikasi. Media massa yang 





media lain sebagai alat penunjang komunikasi bisa surat maupun 
telepon. Dalam model komunikasi pembangunan dengan kaitannya 
dengan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, khususnya terkait 
dengan dialog publik media utama yang ditekankan adalah melalui 
saluran radio. Diharapkan dengan sarana media tersebut informasi 
mengenai permasalahan pembangunan, kebijakan baru atau ide – 
ide inovatif pemerintah dapat tersebarluaskan pada khalayak.   
Sementara itu, oleh karena adanya sikap bijak pemerintah dalam 
rangka mempermudah akses layanan komunikasi antara 
pemerintah dengan masyarakat, selain dialog publik pihak 
pemerintah setempat juga memberikan sarana komunikasi melalui 
SMS maupun surat bagi siapapun, khususnya masyarakat untuk 
dapat memberikan saran maupun keluhan sebagai bentuk 
partisipasinya dalam membantu penyelenggaraan proses 
pembangunan kabupaten Bojonegoro. 
D. Pembahasan 
 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori diantaranya Teori Difusi 
Inovasi, Teori S – M – C – R, dan Teori Hubungan Sosial. 
1. Kesesuaian dengan Teori - Teori 
Dimulai dari model teori difusi inovasi, teori ini biasa digunakan dalam 
suatu penelitian mengenai komunikasi pembangunan teori ini 





masyarakat melalui penyebarluasan ide – ide dan hal – hal yang baru. difusi 
sebagai proses di mana suatu inovasi di komunikasikan melalui saluran 
tertentu dalam jangka waktu tertentu di antar  para anggota suatu sistem 
sosial. Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan 
penyebaran pesan – pesan sebagai ide baru. Sedangkan komunikasi 
didefinisikan sebagai proses di mana para pelakunya menciptakan informasi 
dan saling bertukar informasi untuk mencapai pengertian bersama. 
Sedangkan bila peneliti mencoba mengkonfirmasikan antara temuan dengan 
teori difusi inovasi, bahwa terjadi kesinambungan antara temuan dan teori 
itu sendiri. Dalam temuan data, dijelaskan bahwa langkah pemerintah 
kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan dialog publik, termasuk 
saluran yang digunakannya, telah memunculkan adanya proses difusi 
inovasi yang berkenaan dengan komunikasi pembangunan. Kebijakan dan 
permasalahan yang di perbincangkan pada dialog publik melibatkan seluruh 
anggota lapisan sistem sosial, termasuk masyarakat diluar dialog publik 
yang diterpa media massa radio Malowopoti FM dan Madani FM seluruh 
elemen masyarakat yang hadir dalam dialog tersebut merupakan indikator 
bahwa masyarakat yang siap menerima (adopsi) ataupun menolak 
(rejection) dari suatu inovasi dalam hal ini, adalah inovasi melalui kebijakan 
atau tanggapan dari pihak pemerintah yang bersifat solutif ataupun inovatif. 
Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah dalam sektor pembangunan 
ekonomi, dalam kebijakannya pemerintah telah mencanangkan program 





tersebut secara perlahan telah menjadi suatu adopsi yang dalam hal ini bisa 
terjadi penolakan ataupun penerimaan oleh masyarakat. Kebijakan tersebut 
bisa saja menjadi sesuatu yang inovatif bagi masyarakat namun belum tentu 
juga oleh masyarakat lain. Jadi, kebaruan inovasi tercermin dari 
pengetahuan, sikap, ataupun putusan terhadap inovasi yang bersangkutan. 
Dengan begitu, bisa saja sesuatu yang disebut sebagai inovasi bagi suatu 
masyarakat, namun tidak lagi dirasakan sebagai hal yang baru oleh orang 
atau masyarakat yang lainnya. Faktor ini semua terjadi karena karakater 
masyarakat yang majemuk dan pluralis. 
Teori lain seperti S – M – C – R, singkatan dari Source yang berarti 
sumber atau komunikator, M singkatan dari Message yang berarti pesan, C 
singkatan dari Channel yang berarti saluran atau media, sedangkan R 
singkatan dari Receiver yang berarti penerima atau komunikan. Teori ini 
menjelaskan komponen – komponen dalam sebuah komunikasi terutama 
mengenai media atau saluran yang dipergunakan dalam menunjang 
berlangsungnya suatu komunikasi. 
Relevansi atau kesesuaian teori ini dengan komunikasi pembangunan  
menurut peneliti adalah tercakupnya komponen – komponen yang terdapat 
pada suatu peristiwa komunikasi pada sosialisasi kebijakan pembangunan di 
pemerintah kabupaten Bojonegoro. Mulai dari Source,  (sumber) atau dalam 
istilah ilmu komunikasi dinamakan komunikator, Message (pesan) yang 
disampaikan, dan (receiver) penerima pesan atau komunikan.  





Bojonegoro selaku sumber pembuat kebijakan, Satker (satuan kerja), bahkan 
pihak swasta yang masih terkait. Sumber  - sumber ini telah disiapkan untuk 
membantu menyampaikan kejelasan terkait program – program yang 
disampaikan, selain itu sumber juga bisa dari masyarakat sendiri, mengingat 
hubungan antar pemerintah adalah interaktif, artinya  tanpa disadari baik 
pemerintah maupun masyarakat dapat menjadi komunikator. Hal itu 
disebabkan adanya sikap keterbukaan pemerintah Bojonegoro dalam 
meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat Message/pesan, 
dalam konteks ini adalah pesan yang menyangkut permasalahan 
pembangunan secara menyeluruh seperti keluhan mengenai pembangunan 
jalan, kurang puas dengan pelayanan publik, serta hal – hal yang dirasa 
kurang begitu dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pesan juga bisa berupa 
umpan balik (feed back) dari pihak pemerintah ataupun instansi yang 
bersangkutan, kebijakan – kebijakan maupun ide – ide baru yang dirasa 
menjadi penting untuk disampaikan kepada masyarakat. 
Channel, saluran atau media, dalam hal ini adalah dialog publik itu 
sendiri, dialog publik merupakan saluran atau media komunikasi primer 
yang dipergunakan dalam komunikasi tatap muka, kelompok antara 
pemerintah dan masyarakat Bojonegoro untuk memperbincangkan 
mengenai hal – hal yang menyangkut suatu kebijakan pembangunan 
utamanya. Selain itu, saluran atau media komunikasi sekunder adalah 
melalui surat maupun SMS (pesan pendek). Saluran tersebut berfungsi dan 





proses kebijakan pembangunan yang dinilai masyarakat belum dapat 
diterima  maupun  dipahami.  
Sedangkan receiver atau penerimanya dalam hal ini adalah masyarakat 
kabupaten Bojonegoro selaku penerima program dan kebijakan dari 
pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang telah terencanakan. 
Kesediaan pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan menggelar dialog 
publik sebagai media sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dengan 
masyarakat menurut peneliti telah memunculkan konsekuensi hubungan 
sosial hingga kemudian terbentuk model – model komunikasi, seperti 
komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok yang prosesnya 
berlangsung secara dua tahap (two step flow communication). Dalam 
penelitian  ini, peneliti sempat berbincang dengan salah satu masyarakat 
yang mengaku telah menerima suatu informasi mengenai kebijakan 
pemerintah dari peserta dialog publik. Artinya, besar kemungkinan 
masyarakat yang mengikuti dialog publik adalah semacam “agen 
perubahan” ataupun “opinion leader” yang berfungsi sebagai penyambung 
informasi berikutnya dengan demikian informasi tersebar dari mulut ke 
mulut. Mereka tidak hanya meneruskan informasi, tetapi juga 
menginterpretasi terhadap pesan komunikasi yang mereka terima. Dalam 
arti ada sejenis pengaruh pribadi (personal Influnce) ini segera diakui 
sebagai mekanisme antara yang penting, yang beroperasi antara pesan 
komunikasi massa dengan tanggapan (perilaku) terhadap pesan itu. Jika 





“opinion leader” bisa merupakan hal yang penting tetapi kritis dalam 
menentukan berlangsungnya adopsi. Semua ini dikarenakan dialog publik 
ditunjang saluran melalui media massa seperti radio, isi dari pada dialog 
tersebut telah tersebarluaskan diberbagai penjuru, khususnya wilayah 
kabupaten Bojonegoro. Peran serta radio Malowopati FM dan Madani FM 
sebagai radio lokal dalam menyiarkan dialog publik mengisyaratkan bahwa 
masyarakat dipersilahkan seluas – luasnya untuk mengakses secara 
langsung proses interaksi pemerintah dengan masyarakat peserta dialog 
dalam mengupas seputar kebijakan pemerintah dalam upaya membangun 
kabupaten Bojonegoro. Pesan – pesan yang tersiarkan melalui saluran radio 
dapat menerka seluruh sistem lapisan masyarakat yang mengaksesnya.  
2. Efektivitas  Model Komunikasi Pembangunan pada sosialisasi kebijakan 
kepada masyarakat  
Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai effect. Dalam 
penjelasannya disini effect bukan hanya merupakan suatu bentuk feedback 
dari sebuah kejadian komunikasi. Efektivitas disini adalah hasil 
penyimpulan dari keseluruhan komunikasi yang dilakukan pemerintah 
kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat terkait sosialisasi kebijakan 
pembangunan. Memperhatikan dari hasil temuan – temuan data yang telah 
berhasil peneliti peroleh, lalu menganalisisnya, kemudian menyandingkan 
dengan teori – teori yang relevan. Maka efektivitas model komunikasi 
pembangunan yang terjadi pada kabupaten Bojonegoro menurut peneliti 





Pertama; komponen – komponen komunikasi telah mencakup, dimulai 
dari pemerintah selaku sumber yang dominan sebagai penyampai pesan 
pembangunan, kemudian adanya pesan yang disampaikan dalam konteks ini 
adalah pesan mengenai kebijakan pembangunan termasuk upaya – upaya 
kebijakan yang mengandung inovatif, Selanjutnya saluran atau media yang 
digunakan dalam menunjang proses komunikasi dalam kaitannya sosialisasi 
kebijakan, terutama peran dari pada media massa yang dalam hal ini lebih 
ditekankan pada radio. Selain itu adanya penerima, yaitu seluruh sistem 
lapisan masyarakat kabupaten Bojonegoro khususnya. Sebagai penerima 
program atau kebijakan  dari pemerintah setempat. Dan komponen terakhir 
adalah adanya umpan balik baik dari pemerintah sendiri maupun 
masyarakat, umpan balik tersebut berupa adanya sikap masyarakat yang 
turut berperan serta dengan semua keluhan atau masukan – masukan yang 
ditujukan pemerintah. Sementara untuk pihak pemerintah sendiri adalah 
adanya bentuk tanggung jawab pemerintah berupa memberikan tanggapan – 
tanggapan dari apa yang diterima dari masyarakat. 
Kedua; adanya keterbukaan pemerintah kabupaten Bojonegoro, 
terutama dalam pelayanan informasi dan komunikasi terhadap masyarakat. 
Keterbukaan inilah yang menjadikan hubungan komunikasi pemerintah dan 
masyarakat terbilang cukup komunikatif. Kebutuhan akan akses komunikasi 
pemerintah telah diupayakan dengan menyediakan fasilitas – fasilitas yang 
ada. 





terselenggarakannya dialog publik telah membuka celah bagi masyarakat 
untuk mengungkapkan segala aspirasinya. Dengan tertampungnya aspirasi 
tersebut pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan – kebijakan yang 
diinginkan masyarakat dalam bidang pembangunan. Kebijakan – kebijakan 
pemerintah yang strategis inilah nantinya akan membuka harapan 
masyarakat bagi kesejahteraannya. 
Keempat; antusiasme masyarakat yang masih cukup signifikan dalam 
mengikuti dialog publik merupakan gejala betapa masyarakat merasa 
terlibat aktif dalam bersanding dengan pemerintah dalam mencari ataupun 
merumuskan kebijakan. Sedikit masukan dan saran menjadi bahan – bahan 
pertimbangan guna mewujudkan pembangunan sesuai cita – cita bersama. 
Diluar dialog publik masyarakat dapat berkomunikasi dengan pihak 
pemerintah dengan melalui surat ataupun SMS (pesan pendek).  
Kelima ; dialog publik dalam konteks pembangunan terutama dalam 
iklim demokrasi seperti sekarang ini telah membantu mendidik masyarakat 
dalam pengembangan karakter masyarakat itu sendiri pengaruh hubungan 
dengan pemerintah perlahan telah memberikan posisi masyarakat sebagai 
komponen yang ikut menentukan pengambilan kebijakan dalam 
pembangunan. Kemudian mengenai kebijakan yang inovatif seperti yang 
diprogramkan pemerintah dalam sektor peternakan secara perlahan telah 
membantu masyarakat dalam mengasah skill dengan memaksimalkan segala 
potensi yang ada. Selain itu, masyarakat juga terlatih dalam mencari jalan 





















Setelah melakukan penelitian tentang Model Komunikasi Pembangunan 
dalam kaitannya dengan sosialisasi kebijakan pembangunan di pemerintah 
kabupaten Bojonegoro, adapun peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Komunikasi Dialogis  
Komunikasi dialogis merupakan komunikasi langsung yang 
dilakukan antara Pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat 
pada kegiatan dialog publik dalam rangka kegiatan proses pembangunan. 
Penyelenggaraan dialog publik itu sendiri dimaksudkan agar tidak adanya 
salah penafsiran oleh masyarakat dalam menerima suatu kebijakan dari 
pemerintah kabupaten Bojonegoro. Selain itu, dengan adanya dialog 
publik tersebut, aspirasi masyarakat jauh lebih dapat tertampung oleh 
pemerintah setempat. Tanya jawab seputar kebijakan pembangunan 
terjadi secara dialogis, dengan perkataan lain baik pemerintah maupun 
masyarakat sama – sama terlibat interaksi secara langsung oleh karenanya 
jawaban atau umpan balik dapat diketahui saat itu juga, terkecuali 
tergantung pertanyaan tertentu. Dengan demikian diharapkan terjadi 





lagi bahwa dengan adanya dialog publik pemerintah telah membantu 
dalam mendidik mental, karakter, ataupun ketrampilan bagi masyarakat.  
2. Komunikasi Bermedia  
Model komunikasi pembangunan antara pemerintah tidak cukup 
berhenti pada kegiatan dialog publik, mengingat dialog publik hanya 
dilaksanakan satu minggu sekali. Dalam hal ini juga perlu ditekankan 
adanya komunikasi bermedia,  komunikasi yang menggunakan “alat” atau 
media, dalam hal ini bisa dengan menggunakan surat, telepon genggam, 
atau media lain. Pemerintah kabupaten Bojonegoro juga melayani serta 
senantiasa menjaga hubungan sosial dengan sikap keterbukaan melalui 
pelayanan kemudahan akses bagi masyarakat saluran “alat” untuk 
berkomunikasi bisa melalui surat yang dikirim langsung pada bagian atau 
pihak yang bersangkutan. Selain itu, layanan email atau komunikasi lewat 
dunia maya juga telah disediakan. Pemerintah kabupaten Bojonegoro 
seakan telah menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang diiringi 
semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi tepat guna. 
B. SARAN 
 
Selain itu ada beberapa hal yang menjadi catatan peneliti untuk dijadikan 
sebagai saran, yaitu :  
 Untuk ke depannya, jika memungkinkan supaya tetap mengupayakan 
adanya wadah komunikasi “bebas hambatan” semacam dialog publik. Karena 





sosial dengan masyarakat, secara perlahan dialog publik telah membantu 
menghidupkan iklim demokrasi pada bangsa Indonesia, sebagai negara 
berkembang. Kebijakan seperti itulah yang menurut peneliti dapat 
mewujudkan masyarakat yang madani dan menuju pemerintahan yang baik 
(good government).  
Keterbukaan pemerintah dengan mampu berdiri diatas semua golongan 
pada rakyat seperti halnya yang terjadi pada pemerintah kabupaten 
Bojonegoro hendaknya dapat diikuti oleh daerah – daerah lain. Pada dasarnya 
semua lapisan elemen masyarakat mempunyai hak yang sama, yaitu hak 
untuk mengemukakan pendapat ataupun hak untuk mendapat  pelayanan yang 
selayaknya dari pemerintah.  
Sejauh ini, jika dibandingkan dengan sebelum – sebelumnya sikap atau 
langkah pemerintah kabupaten Bojonegoro terbilang cukup baik, khususnya 
pihak eksekutif. Alangkah baiknya jika hal semacam itu terus dapat 
ditingkatkan ditengah upaya pembangunan yang terus berproses.  
Di sisi lain, bukan sesuatu yang salah jika dimungkinkan dari lembaga 
jajaran legislatif melakukan hal serupa atau paling tidak partisipasinya 
sebagai kapasitas wakil rakyat dihadirkan langsung pada dialog publik karena 
bagaimanapun juga mereka adalah para wakil masyarakat atau rakyat yang 
terhormat. Dengan begitu eksistensi serta kebijakan mereka juga dapat 
terakomodir oleh masyarakat Bojonegoro secara luas, sejauh kebijakan 
tersebut berhak diketahui publik. Selain itu hubungan sosial antara pihak 





Dengan kata lain sikap seperti eksekutif juga dapat ditunjukkan oleh para 
wakil rakyat Bojonegoro. Artinya dialog publik bukan hanya wadah 
komunikasi pemerintah eksekutif dan pihak – pihak yang bersangkutan 
melainkan wadah komunikasi Pemerintahan Bojonegoro secara keseluruhan 
dan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat, terutama yang 
hadir pada dialog publik terdampingi oleh wakilnya yang juga punya 
kapasitas sebagai pengambil kebijakan di dalam sistem pemerintahan. Karena 
semua itu tidak lepas dari cita – cita untuk terus membangun Bojonegoro 
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